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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1   LATAR BELAKANG
Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen rencana pembangunan disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Selanjutnya dalam pasal 151 Undang – Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Renstra SKPD.

Renstra SKPD tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas  dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas disusun sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas  dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas didalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2008 – 2013. Adapun RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2008 – 2013 memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Good Governance  merupakan persyaratan bagi setiap  pelaksanaan pemerintahan untuk dapat  mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan yang telah dicita-citakan oleh pendiri bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pedoman dan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih, dan bertanggung jawab.

  Sejalan dengan itu, dan dalam rangka pelaksanaan UNDANG-UNDANG no 32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan memperhatikan UNDANG-UNDANG Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UNDANG-UNDANG Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana seluruh Pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Daerah dalam bentuk RPJM, Permendagri No. 54 Tahun 2010 , maka Rencana Strategis (Renstra) SKPD juga menjadi sangat penting karena sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD yang dilaksanakan setiap tahun anggaran berjalan.
Selanjutnya hubungan dokumen Renstra terhadap dokumen rencana lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:












Gambar 1.1

Alur Perencanaan Program dan Penganggaran
dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari NKRI. 

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif , baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Selanjutnya pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun.

Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah.

Setelah RKPD ditetapkan, maka kepala SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Renstra SKPD untuk jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam melaksanakan pembangunan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Banyumas , mendasarkan pada :

1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme;

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana;

9. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang;

10. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; 
18. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun  2005-2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  Tahun  2008- 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang  Pembentukan SOT Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 1 seri D).

24. Perda No. 10 tahun 2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1.1.1 Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan: 

a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan  (2014-2018) serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala Bappeda kepada Bupati;

b. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Sekretariat Kabupaten Banyumas dengan RPJM Daerah Tahun 2014– 2018;

c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

1.1.2 Tujuan 

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

a. Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) agar lebih terarah;

b. Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ;

c. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2014– 2018; 

d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
e. Guna memberikan arah pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 5 Tahun anggaran  sesuai dengan tugas  dan fungsinya;
f. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.
1.2  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematikan penulisan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018, adalah sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/ L Dan Renstra Propinsi

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penetuan Isu – Isu Strategis

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,  STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi SKPD

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi Dan Kebijakan SKPD

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,  DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 

RPJMD

BAB VII
PENUTUP

BAB I I
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor  32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

1. Tugas.

Sesuai pasal 2 Bab II disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Fungsi .

Sesuai pasal 3 Bab II disebutkan bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat DPRD juga dituntut adanya keberhasilan pelaksaaan peran dan fungsi DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah yang berkedudukan sejajar Pemerintah Daerah, juga sebagai mitra kerja yang sangat berperan dalam menentukan arah kebijakan daerah. Untuk maksud tersebut Sekretariat DPRD harus Profesional.

Berdasarkan peraturan Daerah  Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas bahwa Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah Sebagai berikut :








Dengan susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;

2. Bagian Persidangan , terdiri dari  :
a. Sub Bagian Rapat Risalah;
b. Sub Bagian Kegiatan Komisi Fraksi;

3. Bagian Pengkajian & Perundang-undangan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengkajian dan aspirasi;
b. Sub Bagian Perundang-undangan;
4. Bagian Umum , terdiri dari  :
a. Sub Bagian  Tata Usaha dan Rumah tangga;
b. Sub Bagian Humas dan Protokol

c. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program;
5. Kelompok Jabatan fungsional.

2.2 SUMBER DAYA
2.2.1  Susunan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah merupakan unsur Staf Pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, kedudukaannya dibawah Bupati Banyumas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banyumas .

Guna mendukung keberhasilan kinerja Sekretariat  DPRD Banyumas maka diperlukan  adanya Sumber Daya Manusia ( SDM) yang memadai.

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2013, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas memiliki jumlah pegawai sebagai –berikut :
a. Jumlah Pegawai berdasarkan kepangkatan :

	
	
	
	

	
	
	
	

	NO
	PNS GOLONGAN
	JUMLAH ORANG
	KETERANGAN

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
	GOL. IV/ b

GOL. IV/ a

GOL. III/d 

GOL. III/c

GOL. III/b 

GOL. III/a 

GOL.II/d

GOL.II/c

GOL.II/b

GOL.II/a

GOL.I/d

GOL.I/c

GOL.I/b

GOL.I/a
	3
1
5
7
7
2
-
1
4
3
1
-
1
-
	

	
	Jumlah……………
	35
	


b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan :

	
	
	
	

	
	
	
	

	NO
	JABATAN
	JUMLAH ORANG
	KETERANGAN

	1.

2.

3.

4.
	ESELON  II/b

ESELON  III/A

ESELON  IV/A

STAF FUNGSIONAL UMUM
	1
2
7
25
	

	
	Jumlah……………………….
	35
	


c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :

	
	
	
	

	
	
	
	

	NO
	JENIS PENDIDIKAN 
	JUMLAH 
	KETERANGAN

	1.

2.

3.

4.

5.

6.
	PASCA SARJANA

SARJANA

DIPLOMA III

SLTA

SLTP

SD
	5
11
2
10
2
5
	

	
	Jumlah……………………….
	35
	


2.2.2 Perlengkapan

Berdasarkan data Inventarisasi bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas terdapat perlengkapan  sebagai berikut :
a. Ruangan  :

· 1 ruang rapat paripurna

· 2 ruang rapat setwan

· 1 ruang ajudan

· 1 ruang tamu Ketua DPRD

· 1 ruang Ketua DPRD

· 2 ruang Wakil Ketua DPRD

· 1 ruang Tenaga Ahli

· 1 ruang gudang 

· 1 ruang dapur

· 4 ruang komisi
· 2 ruang rapat komisi

· 5 ruang fraksi

· 1 ruang BK

· 1 ruang Sekwan

· 3 ruang kabag

· 3 ruang staf

· 2 ruang komputer

· 1 ruang perpustakaan

· 1 ruang penyimpanan brangkas

· 1 ruang lobi
b. Kendaraan  dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas-tugas Dewan terdiri dari :
i. Kendaraan Roda 4 ( empat ) :

· Pimpinan Dewan            : 5 buah;

· Ketua  komisi                  : 4 buah;

· Ketua Fraksi                    : 5 buah;

· Sekwan
                          :  1 buah;

· Kepala Bagian                 : 3 buah; 

· Operasional                    : 4 buah
ii. Kendaraan Roda (dua) :
· Kasubag       
        : 7 buah

· Caraka 
                     :  1 buah

· Driver                              : 1 buah

· Pegawai lainnya             : 2 buah

c. Alat pendukung lainnya 

a) Computer                       : 26 buah

b) Laptop                             : 15 buah

c) LCD proyektor                : 4 buah

d) Scanner                           : 1 buah


e) Handycam                      : 2 buah

f) Camera                           : 7 buah

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD
Kinerja pokok Sekretariat DPRD adalah dalam hal fasilitasi pembahasan dan penetapan perda. Pembahasan dan Penetapan Perda itu sendiri menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh Pansus Perda. Sedangakan alat kelengkapan dewan yang lain berfungsi untuk mendukung dalam upaya penyerapan aspirasi dan pengawasan sehingga  diharapkan akan terbit Perda yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.
Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa ”DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah”. Ini artinya bahwa “leading sector” pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan “bargaining posisition” dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut. Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul ’rumor’ bahwa DPRD hanya sebagai ’rubber stamp’ yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :
- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Badan Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan; 
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.
Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Badan Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.
Dalam upaya mendorong dan mengakselerasi ke arah penguatan fungsi dan kinerja Dewan tersebut (khususnya dalam bidang legislasi), peran alat-alat kelengkapan Dewan dalam hal ini salah satunya adalah Badan Musayawarah (Banmus) sangatlah diperlukan.
B. PERAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DALAM FUNGSI LEGISLASI
Jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 43 PP No. 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, Badan musyawarah, Badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secara langsung antara lain adalah komisi, Badan musyawarah dan adanya kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangi masalah legislasi, misalnya Badan Legislasi. Dibawah ini akan penulis sampaikan tugas-tugas alat-alat kelengkapan dewan tersebut yang terkait dengan fungsi legislasi.
1. Komisi
Jika kita mengacu pada fungsi dewan, ada 3 hal yang melekat padanya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut secara inhern melekat pada tugas komisi selain alat kelengkapan dewan yang lain. 
Dalam fungsi legislasi, komisi dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan membahas rancangan peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah, baik terhadap rancangan Perda usul inisiatif Dewan maupun usul inisiatif Pemerintah Daerah. Jika rancangan Perda tersebut merupakan usul inisiatif dewan (komisi), maka tugas yang dapat dilakukan adalah mulai dari persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan Perda, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Ketentuan lebih rinci yang terkait dengan tugas dan kewenangan ini biasanya diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan. Untuk menunjang perancangan dan pembahasan Perda tersebut, komisi dapat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mencari dan menjaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan substansi materi rancangan Perda yang akan dibahas. Selain itu Komisi juga dapat melakukan rapat kerja dan dengar pendapat untuk melakukan pengayaan materi terhadap Rancangan Perda yang dibahas. Selajutnya dilakukan pembahasan bersama pemerintah daerah (dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota) untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Dalam fungsi anggaran, komisi mempunyai tugas :
a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah daerah;
b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan APBD;
c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program, proyek atau kegiatan Dinas/Instansi yang menjadi pasangan kerja komisi;
d. mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD termasuk hasil pemeriksaan Bawasda/BPKP/BPK yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan (huruf a) dan hasil pembahasan (huruf b, c dan d) kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi;
f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi;
g. hasil pembahasan Komisi diserahkan kepada Badan Anggaran untuk bahan akhir penetapan APBD.
Dalam fungsi pengawasan, komisi mempunyai tugas :
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Bawasda/BPKP/BPK yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah;
2. Badan Musyawarah
Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Anggaran dan Fraksi. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD (untuk DPR RI sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari jumlah anggota). Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
Badan Musyawarah menurut ketentuan Pasal 47 PP 25/2004, mempunyai tugas :
a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPR, baik diminta maupun tidak diminta;
b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
d. memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
e. merekomendasikan pembentukan Badan Khusus.
Berkaitan dengan tugas menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD, Badan Musyawarah menetapkan acara DPRD untuk satu masa sidang atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian suatu Rancangan Perda dan penentuan besarnya quota Rancangan Perda yang dibahas oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya.
Melihat pentingnya posisi Badan Musyawarah dalam kelembagaan dewan, seharusnya tugas Badan Musyawarah tidak hanya ‘terpathok’ pada apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 47 PP No. 25/2004 di atas. Ada tugas-tugas lain yang masih relevan dan substansi terkait dengan kewenangan Badan Musyawarah. Tugas-tugas dimaksud antara lain :
a. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
b. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
c. mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal peraturan perundang-undangan (Perda) menetapkan bahwa Pemerintah Daerah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD mengenai suatu masalah;
d. menentukan penanganan suatu Rancangan Perda atau pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPRD. Namun Badan Musyawarah tidak boleh mengubah keputusan atas suatu Rancangan Perda atau pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPRD; 
e. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah. 
Berkaitan dengan tugas-tugas di atas, setiap anggota Badan Musyawarah wajib mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah dan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.
3. Badan Legislasi
Pada awal tulisan ini telah disinggung adanya beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan (khususnya dalam proses legislasi) antara pemerintah daerah dengan DPRD, yang mengakibatkan belum optimalnya fungsi legislasi di DPRD, yaitu salah satunya adalah belum secara keseluruhan DPRD-DPRD mempunyai alat kelengkapan Badan Legislasi. Keberadaan alat kelengkapan ini di dalam DPRD secara normatif memang masih lemah. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, tidak menyebut secara tegas Badan Legislasi sebagai salahsatu alat kelengkapan DPRD, namun yang disebut alat kelengkapan DPRD adalah “pimpinan, komisi, Badan musyawarah, Badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan”. Poin yang terakhir inilah sebagai ‘pintu masuk’ dibentuknya alat kelengkapan Badan Legislasi, sehingga tidak dianggap sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap. Untuk itu, jika ada komitmen dan keinginan yang kuat dalam upaya meningkatkan optimalisasi dalam fungsi legislasi, alat kelengkapan Badan Legislasi di DPRD hendaknya dipersamakan dengan alat-alat kelengkapan DPRD lainnya yang telah ada dan ditetapkan keberadaannya bersifat tetap.
Alat kelengkapan ini dipandang perlu jika ada komitmen untuk melakukan penguatan fungsi legislasi di DPRD. Tugas-tugas yang dapat dilaksanakan oleh alat kelengkapan ini adalah :
a. menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan peraturan daerah untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD;
b. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan;
d. memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan;
e. melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah;
f. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan peraturan daerah yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan peraturan daerah yang telah disahkan;
g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi;
h. menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan peraturan daerah;
i. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas oleh Bupati/Walikota dan DPRD; dan
j. menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
C. PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD
Pada pemaparan di atas, dapat diambil ‘benang merah’ untuk mengurai optimalisasi kinerja Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Di satu sisi ada faktor yang mempengaruhi kebelumoptimalan kinerja dewan, namun disisi yang lain ada potensi dan peluang yang dapat digali dan dimanfaatkan. Seperti halnya kebutuhan akan alat kelengkapan Badan Legislasi di DPRD. Alat kelengkapan ini belum secara keseluruhan dimiliki/dibentuk oleh DPRD-DPRD. Keberadaan alat kelengkapan ini di dalam DPRD secara normatif memang masih lemah. Padahal secara substantif fungsi alat kelengkapan ini sangat penting terkait dengan penguatan fungsi legislasi di daerah (DPRD). Namun keberadaan alat kelengkapan ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas, di dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara tegas bahwa Badan Legislasi sebagai salahsatu alat kelengkapan DPRD. Oleh karena itu tinggal bagaimana komitmen Bapak/Ibu anggota Dewan di daerah untuk terus mendorong dan mengakselerasi terwujudnya alat kelengkapan ini untuk mengoptimalkan fungsi legislasi di DPRD. Harapan ke depan seiring dengan perubahan regulasi dan kebutuhan penguatan legislasi daerah, alat kelengkapan ini dapat dibentuk disemua DPRD dan keberadaannya bersifat tetap.
Selain pembentukan alat kelengkapan Badan Legislasi di DPRD-DPRD, dalam upaya penguatan fungsi legislasi DPRD sebagaimana tersebut di atas, harus pula didukung adanya pendanaan/anggaran yang cukup. Proses legislasi tidak hanya sekedar pembahasan dan pengesahan suatu RAPERDA tetapi dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan. Kesemua proses tersebut memerlukan anggaran. Jika secara regulatif DPRD di beri fungsi dan wewenang untuk melakukan inisiasi legislasi, maka kesemua proses tersebut harus dilakukan dan juga harus didukung dan disertai dengan anggaran yang cukup. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah daerah sebagai pemegang dan pengelola otoritas keuangan daerah telah secara ‘fair’ memberikan porsi yang seimbang anggaran pembuatan PERDA yang diinisiasi pemerintah daerah sendiri dengan yang diinisiasi DPRD? 
Selain kedua hal di atas, dalam upaya penguatan fungsi legislasi DPRD, perlu dipikirkan adanya dukungan staf ahli yang memadai yang nantinya akan membantu kinerja Dewan khususnya dalam proses legislasi.
Sedangkan Alat kelengkapan dewan Badan Anggaran berfungsi untuk ikut serta dalam perumusan dan penetapan anggaran, karena dewan juga mempunyai hak budgeting. Pada akhirnya hasil perumusan dan kajian yang dilaksanankan oleh Banggar akan dibahas dan ditetapkan menjadi Perda  APBD dan APBD Perubahan.
Kinerja Pelayanan lainnya adalah kinerja mengenai pendanaan dan realisasi pendanaan yang merupakan  kinerja realisasi pendanaan program dan kegiatan. Dengan adanya review mengenai realisasi kinerja program dan kegiatan akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran dalam periode 5 tahun berikutnya.
Sekretariat DPRD memiliki kinerja pelayanan pada masa 5 tahun yang lalu yang merupakan kinerja pokok organisasi sesua RPJMD kabupaten Banyumas. Pencapaian Kinerja  Pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel 2.1.

Sekretariat DPRD memiliki 5 Program dan 13 kegiatan pada masa pada masa 5 tahun yang lalu. Pencapaian kinerja program kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2.
Tabel 2.1. Review Pencapaian kinerja pelayanan SKPD selama periode Renstra Sebelumnya

	No
	Indikator Kinerja
	Berdasar
	Berdasar
	Berdasar
	Target Renstra SKPD Tahun Ke..
	Realisasi Capaian Tahun Ke…
	Rasio Realisasi

	
	
	SPM
	IKK
	Lainnya
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pembahasan dan Penetapan Perda
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Jumlah Perda Yang dibahas
	-
	-
	RPJMD
	12
	12
	12
	12
	12
	15
	28
	20
	26
	14
	1,25
	2,33
	1,67
	2,17
	1,17

	 
	 Jumlah Perda Yang Terbit
	 
	 
	 
	12
	12
	12
	12
	12
	15
	28
	9
	26
	6
	1,25
	2,33
	0,75
	2,17
	0,50

	 
	 Jumlah Perda yang dibatalkan
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 


Tabel. 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
	No
	Uraian
	Anggaran (dalam jutaan rupaiah)
	Realisasi Anggaran (dalam jutaan rupiah)
	Rasio Anggaran dengan Realisasi

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	75,63
	 159,36
	565,9
	328,2
	251,2
	49,72 
	137,4
	517
	284,55
	206,05
	0,67
	0,86
	     0,91 
	     0,87 
	     0,82 

	2
	Ketatausahaan
	2077,06
	2245,63 
	2702,23
	2895,59
	2500
	 1618,94
	1582,84 
	2084,41
	2305,81
	1982
	0,78
	0,69
	     0,77 
	     0,80 
	     0,79 

	
	Program Pengadaan Saranan dan prasarana Aparatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pemeliharaan Rutin mebeleur
	21,1
	 23,6
	22,12
	22,12
	22,12
	14,43 
	9,26 
	12,4
	11,92
	6,07
	0,68
	0,39
	     0,56 
	     0,54 
	     0,27 

	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pengadaan Pakaian dinas
	 138,82
	 244,9
	161,5
	204
	164
	 57,89
	211,16 
	147,5
	182,5
	136
	0,42
	0,86
	     0,91 
	     0,89 
	     0,83 


	No
	Uraian
	Anggaran (dalam jutaan rupaiah)
	Realisasi Anggaran (dalam jutaan rupiah)
	Rasio Anggaran dengan Realisasi

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	Program peningktan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
	2052,51 
	 1018
	1922,97
	1908,2
	1978,7
	 1065,72
	452,54 
	1316,35
	1735,7
	1661,6
	0,52
	0,45
	     0,68 
	     0,91 
	     0,84 

	6
	Fasilitasi Rapat
	1351,63
	1500
	1739,06
	2466,31
	2801,25
	 1165,37
	 982,26
	1660,19
	2181,38
	2768,2
	0,86
	0,65
	     0,95 
	     0,88 
	     0,99 

	7
	Rapat-rapat Paripurna
	469,22
	166,13
	0
	0
	0
	468,73
	88,09
	0
	0
	0
	     0,99 
	0,46
	         -   
	         -   
	         -   

	8
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pejabat pemda
	 484,23
	 625,06
	1117,48 
	1437,57
	1986,09
	 183,12
	184,46 
	 950,2
	1294,45
	1516,7
	0,38
	0,30
	0,85
	     0,90 
	     0,76 

	9
	Kunjungan Kerja Komisi dan Study Komparatif DPRD
	0
	 802,74
	 1781,82
	2002,13 
	2680,38 
	0
	522,47 
	 1442,43
	 1809,97
	2590,25 
	0
	0,65
	0,81
	0,90
	0,96

	10
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
	 0
	0 
	 115,08
	 253,08
	 253,080
	0
	0 
	 114,7
	245,86 
	 176,31
	0
	0
	0,99
	0,97
	0,69


	No
	Uraian
	Anggaran (dalam jutaan rupaiah)
	Realisasi Anggaran (dalam jutaan rupiah)
	Rasio Anggaran dengan Realisasi

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	11
	Profil, dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD
	324,73
	 168,02
	 74,9
	 199,49
	 199,49
	177,21 
	121,48 
	 71,28
	 167
	 185,499
	0,54
	0,72
	0,95
	0,84
	0,93

	
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Dokumentasi Produk-produk hukum DPRD
	209,68
	 131,06
	 61,88
	 61,43
	 61,433
	12,55 
	52,65 
	 52,97
	 7,37
	43,12 
	0,06
	0,60
	0,86
	0,12
	0,70

	13
	Penyusunan Konsep Produk Hukum DPRD
	0
	 77,33
	 214,79
	 328,35
	 238,95
	 0
	19,75 
	 106,7
	 128,71
	224,1 
	0
	0,25
	0,49
	0,39
	0,94


Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan SKPD berkaitan dengan Perda adalah bahwa secara umum pencapaian Perda  yang terbit telah memenuhi target dari target 60 Perda yang terbit telah dicapai 84 Perda atau 140%.  Sehingga diharapkan untuk 5 tahun yang akan datang dapat tercapai ralisasi target Pembahasan dan Penetapan atas Perda Baru maupun Perubahan atas Perda terdahulu.
Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa secara umum secara umum telah ada peningkatan rasio penyerapan anggaran dari tahun ke tahun, namun demikian harus masih dicermati  lagi mengenai keakuratan penganggaran sehingga rasio penyerapan anggaran akan selalu tinggi sehingga akan mendukung pada akuntabilitas pendanaan SKPD dan mengurangi sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) SKPD sehingga dilihat anggaran secara global dalam lingkup kabupaten  akan menjadi bermanfaat bagi pendanaan program dan kegiatan SKPD lainnya.
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Guna menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan sehubungan dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan strategi kebijakan suatu organisasi. Maka  Analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 

1) Strength (Kekuatan) 
Berupa situasi faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat positif, yang dapat mendukung organisasi dalam mencapai visi organisasi dan mendorong pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan.
Kekuatan yang dapat dilihat pada Sekretariat DPRD yaitu :

- Sumber daya aparatur yang memenuhi kualifikasi dalam mendukung kinerja organisasi

- Sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk kelancaran kegiatan 

- Sumber pendanaan yang mencukupi untuk membiaya operasional kegiatan

2) Kelemahan (Weaknesses)
Berupa situasi faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai visi organisasi dan menghambat pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Kelemahan yang dapat dilihat pada Sekretariat DPRD yaitu :

· Koordinasi yang masih kurang baik

- Kurangnya pemahaman akan tugas fungsi dan akuntabilitas kinerja

- Kurang berfungsinya elemen-elemen organisasi dalam pengambilan keputusan dikarenakan nuansa politik yang kuat

- Masih lemahnya metode kerja yang digunakan serta sistem kearsipan yang belum sepenuhnya mendapat perhatian 

3) Peluang (Opurtunisses)
Berupa situasi faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang dapat mendukung organisasi dalam mencapai visi organisasi dan memudahkan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Peluang yang dapat dilihat pada Sekretariat DPRD yaitu :

· Meningkatnya  peran Sekretariat DPRD dalam mendukung peran lembaga perwakilan rakyat tidak haya sebatas administratif saja tetapi juga subtantifnya

· Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas fungsi

· Adanya visi misi Bupati yang mendukung terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

4) Tantangan (Treath)
Berupa situasi faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai visi organisasi dan menghambat pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Tantangan yang dapat dilihat pada Sekretariat DPRD yaitu :

·  Masih kurangnya pemahaman dari sebagian anggota DPRD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdampak pada kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

· Masih adanya anggapan bahwa sekretariat DPRD hanya sebagai instrumen pelayanan administratif 

· Masih kurangnya Perda yang mendukung pencapaian visi misi Bupati
BAB III

ISU-ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TUGAS  DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD
Pembangunan Bidang Pelayanan Legislasi Daerah di Kabupaten Banyumas masih dihadapkan pada permasalahan – permasalahan mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal, anatara lain:

Table 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Banyumas
	Aspek Kajian
	Capaian/Kondisi Saat ini
	Standar yang Digunakan


	Faktor yang Mempengaruhi
	Permasalahan Pelayanan SKPD

	
	
	
	INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)
	EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN SKPD)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Tugas dan Fungsi
	Fungsi administrasi
	Fungsi administrasi dan subtansi
	Belum maksimal dalam pelayanan secara subtansi
	Belum ada dukungan dari struktur di atas SKPD
	Masih diposisikan sebagai lembaga yang mengurusi administrasi  saja

	Fasilitasi legislasi
	Sedikit rancangan Perda inisiatif
	Tersusunnya perda inisiatif
	Setwan belum bisa secara maksimal mendorong tersusunnya perda inisiatif
	Dewan masih belum fokus dalam penyusunan perda inisiatif
	Belum bisa maksimal dalam mendorong Perda inisiatif dewan

	Fasilitasi pengawasan
	Pengawasan dewan terhadap eksekutif masih terbatas
	Kualitas pengawasan
	Setwan belum bisa memposisikan secara tepat dalam mendukung fungsi pengawasan dewan
	Setwan merupakan bagian eksekutif itu sendiri
	Belum bisa  maksimal mendukung dewan dalam fungsi pengawasan terhadap eksekutif

	Fasilitasi Penganggaran
	Masih kurang sinkronnya perencanaan anggaran tahunan dengan RPJMD
	Penganggaran yang bisa memenuhi aspirasi masyarakat dan berdasarkan RPJMD
	Setwan tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan rancangan anggaran
	Kewenangan dewan sangat menentukan
	Belum bisa  maksimal mendukung dewan dalam fungsi penganggaran 


3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Faktor Pendorong dan penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi misi bupati dapat dilihat pada tabel berikut : 
Table 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	Visi: 
Terwujudnya Pemerintah Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa

	No
	Misi 

KDH dan Wakil KDH terpilih
	Permasalahan Pelayanan SKPD
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
1.1
	Misi 1 :

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat
	Kualitas birokrasi yang belum maksimal
	Masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya birokrasi yang profesional,bersih dan partisipatif
	Peraturan-peraturan perundangan yang mendukung good governance

	2
	Misi 2:

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas
	Layanan pendidikan yang mahal, demikian pula layanan kesehatan masih cukup mahal serta  jaminan kepada penduduk banyumas belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga Sekr DPRD bisa menjadi fasilitator DPRD untuk menyusun Perda yang berpihak kepada masyarakat dalam hal pemenuhan hak dasar pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas serta pengawasan terhadap pelaksanaannya
	Belum maksimalnya dukungan eksekutif di bawah Bupati mengenai kesuksesan misi ini
	Dukungan dari Bupati terpilih dan Partai pengusung dan adanya amanat peraturan perundangan yang mendukung program kesehatan dan pendidikan

	3
	Misi 3:

Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah
	Masih minimnya perhatian dan dukungan terhadap sektor-sektor unggulan ekonomi perdesaan dengan berbasis komoditi sektor pertanian sehingga Sekr. DPRD bisa menjadi fasilitator DPRD untuk menyusun Perda yang berpihak kepada masyarakat dalam hal pengembangan pusat-pusat unggulan eknomi perdesaan serta pengawasan terhadap pelaksanaanya
	Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya sektor-sektor ekonomi pedesaan berbasis pertanian dan rendahnya animo masyarakat untuk terjun di bidang pertanian
	Teknologi dan modernisasi pertanian akan menjadi salah satu solusi terobosan di bidang pertanian


	No
	Misi 

KDH dan Wakil KDH terpilih
	Permasalahan Pelayanan SKPD
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	4
	Misi 4:
Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah
	Masih rendahnya daya saing agribisnis dan usaha mikro, karena masih rendahnya perhatian dan dukungan dari pemerintah, sehingga Sekr. DPRD bisa menjadi fasilitator DPRD untuk menyusun Perda yang berpihak kepada masyarakat dalam hal pengembangan daya saing agribisnis dan usaha mikro serta pengawasan terhadap pelaksanaanya
	Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya daya saing agribisnis dan UMKM dan masih rendahnya SDM masyarakat dalam bidang agribisnis dan UMKM
	Regulasi pemerintah yang mendukung sektor agribisnis dan UMKM seperti adanya bantuan kredit PNPM mandiri dan diharapkan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan SDM pelaku agribisnis dan UMKM

	5
	Misi 5:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat
	Masih banyak infrastruktur yang belum menunjang bagi pembangunan daerah diantaranya infrastruktur jalan yang  rusak dan infrastruktur lainnya seperti bangunan sekolah dan puskesmas, sehingga Sekr. DPRD bisa menjadi fasilitator DPRD untuk menyusun Perda yang berpihak kepada masyarakat dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaanya
	Masih kurang maksimalnya perencanaan pemda mengenai pengelolaan dan peningkatan infrastruktur daerah yang memadai untuk kelancaran pertumbuhan ekonomi dan layanan lainnya
	Dukungan dari Bupati KDH terpilih dan anggota DPRD demi terwujudnya infrastruktur daerah yang baik serta memadai

	6
	Misi 6 :

Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan
	Masih belum meratanya pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, sehingga Sekr. DPRD bisa menjadi fasilitator DPRD untuk menyusun Perda yang berpihak kepada masyarakat dalam hal penciptaan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan serta pengawasan terhadap pelaksanaanya
	Masih kurang maksimalnya perencanaan pemda mengenai kesejajaran dan keadilan pembangunan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
	Dukungan dari Bupati KDH terpilih dan anggota DPRD untuk terwujudnya kesejajaran antara kawasan perkotaan dan perdesaan

	7
	Misi 7:

Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa
	Masih perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, memiliki keimanan dan toleransi antar umat beragama, sehingga Sekr. DPRD bisa menjadi fasilitator DPRD untuk turut serta mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan adanya toleransi antar umat beragama serta pengawasan terhadap pelaksanaanya
	Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap terwujudnya tatanan masyarakat yang berbudaya dan berkepribadian 
	Dukungan dari Bupati KDH terpilih dan anggota DPRD untuk terwujudnya  tatanan masyarakat yang berbudaya dan berkepribadian dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal

	
	
	
	
	


Kebijakan umum pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Banyumas selama periode tahun 2013-2018, program pembangunan daerah merupakan kumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan  program pembangunan daerah sekurang-kurangnya mengakomodir program prioritas  kepala daerah terpilih. Program Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2018 sebagai penjabaran n visi dan misi dan sasaran, yaitu :

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat
1). Program Pengembangan Data/Informasi;
2). Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3). Program Kerjasama Pembangunan;
4). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan;
5). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
6). Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
7). Program Perencanaan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
8). Program Pengembangan Penelitian Daerah. 
9). Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.
10). Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
11). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
12). Program Peningkatan Akuntabilitas, Tranparansi Berbasis Teknologi.
13). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
14). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

15). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

16). Program Pengelolaan Aset Daerah.

17). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

18). Program Penataan Administrasi Kependudukan.

19). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
20). Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.

21). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
22). Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
23). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
24). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
25). Program Penyelamatan Data Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.
26). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
27). Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
28). Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
29). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

1). Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun.

3). Program Pendidikan Menengah.

4). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

5). Program Pendidikan Non Formal.
6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

7). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
8). Program Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan.

9). Program Pendidikan Luar Biasa.

10). Program Pendidikan Berkelanjutan.

11). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

12). Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

13). Program Pengawasan Obat dan Makanan.

14). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

15). Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

16). Program Pengembangan Lingkungan Sehat

17). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

18). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

19). Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

20). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata.
21). Program Pemeliharaan Sarana an Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata.
22). Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan

23). Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan.

24). Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat.
25). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
26). Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
27). Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
28). Program Pendidikan Luar Biasa
3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah

1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
2). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
3). Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
4). Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
5). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan.
6). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
7). Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.
8). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
9). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
10). Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
11). Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
12). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
13). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan.
14). Program Pengembangan Agribisnis.
15). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.
16). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan.
17). Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.
18). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
19). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
20). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
21). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
22). Program Pengembangan Kemitraan.
23). Program Pengembangan Industri Kecil Menengah. 
24). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
25). Program Penguatan Kelembagaan Sektor Industri.
26). Program Pelindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
27). Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

1). Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, 

2). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

3). Program Efisiensi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
4). Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan.
5). Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport.
6). Program Penciptaan Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
7). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
8). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
9). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
10). Program Peningkatan  Promosi dan Kerjasama Investasi.
11). Program Peningkatan Iklim Invetasi dan Realisasi Investasi.
12). Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. 
13). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang sosial ekonomi masyarakat

1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

3). Program Pembangunan dan Rehabilitasi Turap/ Talud/Bronjong.

4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

5). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina-margaan.

6). Program Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

7). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.

8). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

9). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

10). Program Pengendalian Banjir.

11). Prpgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

12). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

13). Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.

14). Program Pengembangan Perumahan.

15). Program Lingkungan Sehat Perumahan.

16). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

17). Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.

18). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

19). Program Pengelolaan Pemakaman.

20). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.

21). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Ketenagalistrikan.

22). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.

23). Program Pembinaan dan Pengembangan Air Tanah dan Panas Bumi.

24). Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral.

25). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan.

26). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

27). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

28). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan,

29). Program Peningkatan  dan Pengamanan Lalu Lintas.

30). Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

31). Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH.
32). Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan

33). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
34). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

35). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan

1). Program Perencanaan Tata Ruang.

2). Program Pemanfaatan Tata Ruang.

3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
5). Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian.

6). Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
7). Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

8). Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 

9). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

10). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

11). Program Pembinaan Anak Terlantar.

12). Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

13). Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.

14). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial,

15). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

16). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.

17). Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

18). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

19). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

20). Program Keluarga Berencana.

21). Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

22). Program Pelayanan Kontrasepsi.

23). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.
24). Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa.  

1). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

2). Program Peningkatan Saran dan Prasarana Olahraga.

3). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

4). Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.

5). Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 

6). Program Pengelolaan Keragaman Budaya

7). Program Pendidikan Politik Masyarakat

8). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

9). Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

10). Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

11). Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

12). Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

13). Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam.

14). Penataan Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Melihat visi, misi,  serta program seperti tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa program yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas sudah teramat bagus, namun harus dicermati bahwa pelaksanaannya  harus didukung dengan master plan ataupun rencana teknis yang disusun secara matang, atau lebih tepatnya semacam cetak biru dari program ataupun kegiatan dimaksud. Demikian pula target kinerja dapat diukur secara kuantitatif baik jenis maupun jumlahnya, karena dengan ukuran kuantitas tersebut dapat menggambarkan target yang akan diperoleh dalam 5 tahun ke depan. Disamping pula adanya pengukuran kualitatif terhadap program dimaksud. 
Sebagai contoh pada misi ke 3 yaitu “Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah” pada program ke 8 yaitu “Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan”, maka harus jelas mengenai jenis produksi peternakan apa yang diproyeksikan 5 tahun ke depan apakah sapi atau ayam atau kedua-duanya atau hewan ternak yang lain harus jelas. Demikian pula target produksi dalam jumlah satuan hewan juga harus jelas apakah per ekor atau per ton. Dengan adanya kejelasan terhadap target kinerja untuk menindaklanjuti program yang tertuang dalam RPJMD, maka dalam masa periode RPJMD sampai dengan akhir periode akan dapat diukur capaian hasil dari target kinerja dimaksud. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Daerah dan DPRD untuk menerapkan intruksi dan kebijakan jika target yang ditetapkan tidak tercapai. Adanya laporan capaian hasil ini juga sebagai dasar untuk LKPJ Bupati pada tiap akhir tahun anggaran. Jikalau ukuran kuantitatif tidak ada, maka akan berdampak  kepada tidak jelasnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala SKPD terkait beserta bawahannya sebagai pelaksana program dari Bupati Kepala Daerah. Sehingga perlu adanya konsekwensi dari jabatan yaitu berupa reward maupun punishment dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala SKPD maupun pejabatnya di bawahnya dapat diterapkan. Ha ini dilakukan untuk menjamin tercapainya target kinerja dimaksud.
Dengan adanya masterplan maka diharapkan semua program yang ada akan dapat berjalan dengan baik dan terarah, sehingga target dari program yang tertuang dalam  RPJMD akan tercapai. Tentunya dengan tercapainya program akan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan bukti terhadap keberhasilan pemerintahan. Selain itu harus didukung dengan regulasi yang  bisa mendukung tercapainya program kerja dari Kepala Daerah. Bentuk regulasi dimaksud adalah Perda yang bisa mendukung dan menopang berjalannya program dari Bupati terpilih.  Sekretariat DPRD berfungsi sebagai lembaga yang  mendukung (support) Dewan dalam menciptakan Perda yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
Hal seperti tersebut diatas untuk menjadi perhatian para pelaku kebijakan di daerah untuk bisa mencermati dan menindaklanjutinya dengan regulasi dan pelaksanaanya, sehingga pembangunan yang diharapakan sesuai visi dan misi dapat tercapai secara maksimal.

Kita juga harus mencermati program-program yang tertuang dalam RPJMD  dengan cara menelaah satu persatu.
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/ L DAN RENSTRA PROPINSI  
3.3.1 Renstra Lembaga Setjen DPR RI
Tujuan Renstra Setjen DPR RI 2010-2014 :
1.Tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dewan.
2.Tercapainya tata kelola sistem pendukung Dewan berdasarkan prinsip good governance.
Sedangkan Sasaran yang termaktub dalam renja Setjen DPR RI:
1. Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM

2. Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam penguatan kelembagaan DPR RI 

3. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI
4. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanan fungsi pengawasan DPR RI
5. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI
Sedangkan tujuan yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kab. Banyumas sesuai visi dan misi  adalah :

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang akuntabel

2. Terciptanya Pemerintahan yang efektif dan efisien

3. Terserapnya aspirasi masyarakat

4. Tersusunnya dan ditetapkannya Perda yang berpihak kepada masyarakat

5. Terwujudnya  fungsi pengawasan secara maksimal anggota dewan terhadap jalannya pemerintahan

6.  Mendukung dewan dalam rangka memperlancar pembangunan
7. Mendukung dewan untuk membentuk masyarakat yang berbudaya  dan berkepribadian

8. Mendukung dewan untuk membentuk  masyarakat yang mempunyai etika moral yang baik dengan dasar keimanan dan ketaqwaan

9. Mendukung dewan dalam menciptakan toleransi  umat beragama sehingga dapat berdampingan secara damai dan bersama-sama mencapai tujuan pembangunan
 Sedangkan sasarannya :
1. Peningkatan SDM pegawai Sekretariat DPRD 38 orang dan anggota DPRD 50 orang
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan tepat sasaran dalam setiap  tahun anggaran
3. Mendukung dewan dalam rangka pengawasan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan tidak melenceng dari peraturan yang ada dalam setiap  tahun anggaran
4. Memfasilitasi Penyerapan aspirasi masyarakat pada  reses  3 kali masa sidang DPRD
5. Memfasilitasi Penyerapan aspirasi masyarakat dengan kunjungan kerja oleh 50 anggota DPRD
6. Memfasilitasi Penyusunan draft Raperda 95 buah
7. Memfasilitasi Pembahasan dan Penetapan Perda 95 buah
8. Mendukung dewan dalam rangka pengawasan berkelanjutan terhadap eksekutif yaitu Bupati dan struktur di bawahnya meliputi 1 Setda, 1 Setwan,27 Badan/Dinas/Lemtekda, 27 kecamatan
9. Peningkatan kualitas pengawasan terhadap eksekutif yaitu Bupati dan struktur di bawahnya meliputi 1 Setda, 1 Setwan, 27 Badan/Dinas/Lemtekda, 27 Kecamatan

10. Mendukung dewan dalam rangka pengawasan agar pembangunan dapat dinikmati oleh 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas secara adil dan merata
11. Mendukung dewan dalam rangka pengawasan agar arah pembangunan sesuai visi misi Bupati dan peraturan yang ada dalam setiap  tahun anggaran
12. Mendukung dewan untuk ikut serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing pada wilayah kab. Banyumas meliputi 27 kecamatan
13. Mendukung dewan untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berkepribadian  pada wilayah kab. Banyumas meliputi 27 kecamatan
14. Mendukung dewan dalam rangka ikut menciptakan Ketertiban dan keamanan masyarakat di 27 kec
15. Mendukung dewan dalam rangka ikut menciptakan kondisi keberagamaan yang bagus di 27 kec
16. Mendukung dewan dalam rangka ikut menciptakan Kerukunan  umat beragama di 27 kec
17.  Mendukung dewan dalam rangka ikut menciptakan kebersamaan  umat beragama dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan merata dalam meraih visi misi pembangunan di 27 kec
Dengan melihat sasaran yang ada di renstra Setjen DPR RI dibandingkan dengan  Sekr. DPRD Kab. Banyumas ada telah ada kesesuaian yaitu pada tata kelola lembaga yang baik, dukungan terhadap fungsi legislasi dewan serta  dukungan terhadap fungsi pengawasan dewan. Sedangkan hal-hal lain yang berbeda pada tujuan dan sasaran Renstra Setjen DPR RI dengan Renstra Sekr. DPRD Kab. Banyumas dikarenakan visi  yang berbeda.
Visi  tersebut dapat diilustrasikan sbb :

Visi Setjen DPR RI :

Menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel.
Hal ini untuk mewujudkan visi DPR RI yaitu :

Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Misi DPR RI adalah :

1.Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif.

2.Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan

3.Mewujudkan penyelenggaraan fungsipengawasan yang transparan dan efektif

4.Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif, dan akomodatif.
 Misi Setjen DPR RI :

1.Mewujudkan dukungan keahlian yang akurat.

2.Mewujudkan dukungan administrasi yang tepat waktu.

3.Mewujudkan dukungan teknis yangprima.

Visi Sekr. DPRD Kab. Banyumas :

Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang dapat melayani secara profesional lembaga DPRD sehingga menjadi lembaga yang aspiratif dan berpihak kepada masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.
Misi Sekr. DPRD Kab. Banyumas :

1. Meningkatkan pelayanan dibidang administrasi umum, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia dengan berpegang pada landasan terciptanya birokrasi yang profesional, bersih dan partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya untuk melayani masyarakat;

2. Meningkatkan, mengkoordinasikan pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat serta  fasilitasi rapat-rapat dalam rangka pembahasan raperda yang berpihak kepada masyarakat untuk menciptakan pelayanan dasar kepada masyarakat, keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan; infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi masyarakat dengan berbasis pertanian; serta daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Mendorong dan meningkatkan fungsi dewan dalam hal kualitas pengawasan terhadap eksekutif sehingga pembangunan akan berjalan sesuai visi misi dan peraturan-peraturan yang ada.
4. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Anggota DPRD dalam rangka mendukung dan mendorong tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan dan ketaqwaan, serta adanya toleransi beragama.
Untuk melaksanakan tugas  dan fungsi sebagai lembaga kesekretariatan  tersebut, telah ditetapkan program- programnya sesuai RPJMD periode 2013-2018, yaitu  program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: 

1) Program teknis  / Program Kesekretariatan
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kesekretaariatan dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.  
Kegiatan indikatif yang dilakukan, yaitu:

·  Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat. 
· Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
2)  Program generik  / pelengkap
· Program Pelayanan adminstrasi

· Program  peningkatan  sarana dan  prasarana aparatur;
· Program peningkatan disiplin aparatur
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kesekretariatan DPRD / DPRD, sebagai berikut: 

A.Program Pelayanan adminstrasi

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Kegiatan Ketatausahaan

Program  peningkatan  sarana dan  prasarana aparatur

1. Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur
B.Program peningkatan disiplin aparatur
1. Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas

C.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 
Anggota DPRD

2. Kegiatan Fasilitasi Rapat DPRD

3. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna DPRD

4. Kegiatan Hearing/Dialog dengan Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemda

5. Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi dan Study Komparatif DPRD

6. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

7. Kegiatan Profil, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

D.Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 

1. Kegiatan Penyusunan Konsep Produk Hukum DPRD

2. Kegiatan Dokumentasi Produk-produk Hukum

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
3.4.1 Telaahan Tata Ruang Wilayah

1. Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten 


Uraian rinci program ini dalam RTRW adalah rencana pengembangan jalan kabupaten. Rencana ini utamanya adalah adanya pengembangan jalanarteri, jalan kolektor dan jalan lokal.

a. Pengembangan jalan arteri primer meliputi :

1. Jalan penghubung Karangpucung – Wangon;

2. Jalan penghubung Rawalo – Sampang;

3. Jalan penghubung Sampang – Buntu;

4. Jalan penghubung Wangon – Batas Banyumas Tengah;

5. Jalan penghubung Purwokerto – Patikraja; dan

6. Jalan penghubung Patikraja – Rawalo.

b. Pengembangan jalan kolektor primer meliputi :

1. Jalan penghubung Wangon – Menganti;

2. Jalan penghubung Menganti – Rawalo;

3. Jalan penghubung Buntu – Banyumas;

4. Jalan penghubung Banyumas – Batas Banyumas Utara;

5. Jalan penghubung Batas Banyumas Tengah – Klampok;

6. Jalan penghubung Batas Kabupaten Tegal – Ajibarang; 

7. Jalan penghubung Ajibarang – Wangon;

8. Jalan penghubung Ajibarang – Batas perkotaan Purwokerto;

9. Jalan penghubung Batas Perkotaan Purwokerto – Sokaraja; 

10. Jalan penghubung Sokaraja – Kaliori;

11. Jalan penghubung Kaliori – Banyumas;

12. Jalan Pattimura;

13. Jalan Yos Sudarso;

14. Jalan Sudirman;

15. Jalan Gerilya; dan

16. Jalan Veteran.

c. Pengembangan Jalan Kabupaten (lokal)

1. Pengembangan jalan lingkar utara dan jalan lingkar selatan Sokaraja;

2. Peningkatan jalur jalan ligkar Tambak – Sumpiuh;

3. Pengembangan jalan Pegalongan – Gunung Tugel – Purwokerto Selatan;

4. Pengmbangan akses jaln dan jambatan ruas Sokaraja – Kalibagor;

Bandara Wirasaba Kabupaten Purbalingga;

5. Peningkatan jalan penghubung jalan Jendral Sudirman – Jalan Gerilya

6. Peningkatan akses jalan menuju kawasan pengembangan pertambangan

7. Panas Bumi Baturaden; dan

8. Pengembangan jalan dukuhwaluh – Kembaran – Sumbang – Purbalinggga.

Rencana-rencana pengembangan tersebut tentu saja akan memberikan dampak terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sehingga di masa yang akan datang perlu dikurangi dampak negatifnya. Lebih lengkapnya rencana pengembangan jalan dapat dilihat pada gambar 4.4.

2. Pengembangan Terminal Angkutan Penumpang

Program pengembangan terminal angkutan penumpang dalam RTRW Banyumas tahun 2011-2031 ini dianggap sebagai program yang penting dan harus dikaji karena seuai dangan isu-isu strategis yang mencakup isu kesenjangan sosial, infrasturktur, pencemaran dan keusakan lingkungan. Kjian ini dilakukan karena program ini dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kesenjangan sosial, infrastruktur, pencemaran kerusakan lingkungan, seperti dapat membuka akses perekonomian dan meningkatkan kualitas perekonomian dari daerah yang kurang bekembang, pemerataan pertumbuhan penduduk, ketidakteraturan pembangunan perumahan, meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan, sekaligus juga dapat meningkatkan pencemaran lingkungan ( sampah, polusi udara) disekitar terminal sehingga berpotensi meningkatkan vektor penyakit. Pengembangan terminal ini ditemukan didalam RTRW Kabupaten Bnyumas tahun 2011-2031 yang meliputi : 

A. Pengembangan terminal penumpang Tipe A di Perkotaan Purwokerto;

B. Pengembangan terminal penumpang Tipe B meliputi :

1. Kecamatan Ajibarang; dan

2. Kecamatan Wangon;

C. Pengembangan terminal penumpang Tipe C meliputi : 

1. Kecamatan Sokaraja;

2. Kecamatan Patikraja;

3. Kecamatan Karanglewas;

4. Kecamatan Purwojati; dan

5. Kecamatan Banyumas

3. Rencana Pengembangan Jaringan Sumberdaya Air



Dalam RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 disebutkan bahwa program atau kebijakan pengembangan jaringan sumberdaya air baik untuk kepentingan rumah tangga maupun pertanian dalam skala luas. Kegiatan tersebut sangat penting bagi upaya pemenuhan kebutuhan air, namun demikian dapat pula membawa berbagai dampak negatif seperti ahli fungsi lahan, kerusakan lingkungan akibat pembangunan sarana prasarana, dan distribusi sumber daya air yang tidak merata khususnya wilayah perdesaan yang seringkali mengalami fase kelangkaan air dimusim kemarau. Oleh karena itu, program pengembangan jaringan sumber daya air dipilih karena relevan dengan program RPJMD yaitu Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya. Adanya potensi dampak negtif yang ditimbulkan oleh program tersebut memerlukan kajian isu-isu strategis dalam kesenjangan sosial, infastruktur, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh program tersebut. 

4. Rencana Detil Kawasan Strategis



RTRW Nasional dan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan beberapa kawasan strategis nasional dan provinsi di Kabupaten Banyumas. Selain kawasan-kawasan tersebut, RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 telah menetapkan beberapa kawasan lagi yang dipandang stategis bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan klasifikasi kawasan stategis sesuai UU No. 2/2007 tantang Penataan Ruang. Kawasan strategis kabupten, menurut UU tersebut, adalah “wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan). Kawasan strategis Kabupaten Banyumas meliputi : 

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.


Pengembangan dan pembangunan yang dilakukan di kawasan strategis tersebut di atas dapat memberikan dampak pada daerah itu sendiri dan disekitarnya baik dari sisi kesenjangan sosial, infrastruktur maupun pencemaran dan keruskan lingkungan.

1. KAWASAN LINDUNG

A. Kawasan hutan lindung.

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 9.121 hektar berupa hutan lindung yang dikelola negara di 14 kecamatan yaitu : Kecamatan Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Banyuma, Patikraja, Purwojati, ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, dan Sumbang.

B. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Kawasan resapan air: Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kedungbanteng, Sebagian kecil wilayah Kecamatan Pekuncen, ebagian kecil wilayah kecamatan Ajibarang, sebagian kecil wilayah Kecamatan Purwojati, sebagian kecil wilayah Kecamatan Somagede, sebagian kecil wilayah Kecamatan Kalibagor, sebagian kecil wilayah Kecamatan Sokaraja dan sebagin kecil wilayah Kecamatan Kembaran.

C. Kawasan perlindungan setempat.

Meliputi:

1) Kawasan sekitar mata air (Kecamatan Sumbang, baturaden, Banyumas, Karanglewas, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, dan Purwojati), kawasan sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan.

2) Kawasan sempadan sungai:

a. Ruang sepanjang tepian sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan dengan lebar minimal 5 (lima) meter dari tepi tanggul;

b. Rung sepanjang tepian sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter dari tepi tanggul;

c. Ruang sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 100 (seratus) meter dari tepi sungai;

d. Ruang sepanjang tepian sungai kecil tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;

e. Ruang sepanjang tepian sungai tak bertanggul yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di dalam kawasan perkotaan dengan lebar minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai;

f. Ruang sepanjang tepian sungai tak bertanggung yang mempunyai kedalaman 3-20 (tiga sampai dua puluh) meter didalam kawasan perkotaan dengan lebar minimal 15 (lima belas) meter dari tepi sungai; dan

g. Ruang sepanjang tepian sungai tak bertanggul yang mempunyai kedalaman lebih besar dari 20 (dua puluh) meter di dalam kawasan perkotaan dengan lebar minimal 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai.

3) Ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan, seluas kurang lebih 5.421 hektar.

D. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

1) Kawasan kebun raya berupa Kebun Raya Baturaden di Kecamatan Baturaden

2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Kecamatan wangon, Banyumas, Karanglewas, Perkotaan Purwokerto; dan Kecamatan Sumbang.

E. Kawasan rawan bencana alam.

1) Kawasan rawan bencana tanah longsor, meliputi: Kecamatan Pekuncen, Gumelar, Lumbir, Wangon, Ajibarang, Cilongok, Purwojati, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Kebasen, Patikraja, Kedungbanteng, Sumpiuh, Jatilawang, Tambak, dan Rawalo.

2) Kawasan rawan bencana banjir, meliputi: Kecamatan Sumpiuh; Kemranjen; Wangon; Jatilawang; dan Tambak.

3) Kawasan rawan bencana angin topan, meliputi: Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturaden dan Sumbang.

F. Kawasan lindung geolgi.

1) Kawasan imbuhan air meliputi: Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga, Cekungan air Tanah Kroya, dan Cekungan Air Tanah Cilacap.

2) Kawasan rawan bencana geologi, berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi disekitar Gunung Slamet meliputi: Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan cilongok.

G. Kawasan lindung lainnya.

1) Kawasan lindung plasma nutfah di Kecamatan Baturaden

2) Kawasan lindung yang dikelola masyarakat meliputi: Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo< Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Banyumas, Patikraja, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden dan Sumbang. 

2. KAWASAN BUDIDAYA

A. Kawasan peruntukan hutan produksi

B. Kawasan hutan rayat

C. Kawasan peruntukan pertanian

D. Kawasan peruntukan perikanan

E. Kawasan peruntukan pertambangan

F. Kawasan peruntukan pariwisata

G. Kawasan peruntukan industri
H. Kawasan peruntukan permukiman

I. Kawasan peruntukan lainnya.

3. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BANYUMAS

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

1) Kawasan Perkotaan Purwokerto;

2) Kawasanagropolitan;

3) Kawasan minopolitan; dan

4) Kawasan perbatasan
B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

1) Kawasan kota lama Banyumas;

2) Kawasan Masjid Saka Tunggal di desa Cikakak, Wangon;

3) Kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Somagede;

4) Kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Jatilawang.

C. Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumberdaya alam/atau teknologi tinggi

1) Kawasan Pariwisata Baturaden

D. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

1) Kawasan Gunung Slamet ( Kec. Sumbang, Baturaden, Kedungbanteng, Cilongok, dan Pekuncen) 

5.Penetapan dan perwujudan PKW, PKL, PPK dan PPL.


Program atau kebijakan tentang perwujudan PKW, PKL, PPK dan PPL Kabupaten Jawa Tengah tahun 2011-2031 dalam implementasinya dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti menyebabkan alih fungsi lahan produktif ke lahan terbangun dan lain sebagainya. Hal ini di sebabkan dengan adanya perwujudan PKW, PKL, PPK dan PPL maupun peningkatan fungsinya akan menjadi daya tarik daerah itu dan otomatis akan diikuti peningkatan aktifitas masyarakat yang ada. Peningkatan aktifitas itu tentunya akan membutuhkan lahan kosong guna menampung aktifitas tersebut. Keterbatasan luas lahan akan mendorong alih fungsi lahan pertanian atau lahan terbuka yang ada.

 Dalam konstelasi penataan ruang provinsi Jawa Tengah, Kota Purwokerto yang merupakan Ibu kota Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) yang diharapkan menjadi kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kota/kabupaten terutama di wilayah Jawa Tengah bagian Selatan dan Barat. Selain kota Purwokerto terdapat pula beberapa perkotaan di Kabupaten Banyumas yang di tetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokasi ( PKL ) yang di fungsikan untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Perkotaan tersebut meliputi Wangon, Ajibarang, Banyumas dan Sokaraja. 

Dalam sistem perwilayahan Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas masuk kedalam wilayah Barlingmascakeb atau eks Karesidenan Banyumas plus Kabupaten Kebumen. Kabupaten-kabupaten yang masuk dalam Barlingmascakeb antara lain Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Kawasan Hutan Wisata Baturaden yang berda di Kecamatan Baturaden juga ditetapkan RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagai Kebun Raya sebagaimana tersurat dalam pasal 45 huruf b perda tersebut.

Untuk pengembangan dunia pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dikembangkan dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata wilayah D dengan konsep pengembangan wisata koridor Cilacap- Banyumas- Purbalingga-Banjarnegara.

Arahan PKW, PKL, PPK dan PPL di Kabupaten Banyumas sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

a. PKW Kabuapen Banyumas meliputi kawasan perkotaan di Kecamatan Purwokerto Utara, Timur, Selatan dan Barat, sebagian Kecamatan Sumbang, Baturraden, Kedungbanteng, Kembaran, karanglewas, Sokaraja dan Patikraja.

b. PKL Kabupaten Banyumas mencakup wilayah perkotaan Banyumas, Ajibarang, Sokaraja dan Wangon dengan ruang lingkup meliputi kawasan perkotaan di keempat wilayah tersebut. 

c. PPK Kabupaten Banyumas terdiri atas wilayah perkotaan seperti Jatilawang, Sumpiuh, Patikraja, baturraden, Cilongok, Lumbir, Gumelar, Pekuncen, Purwojati, Rawalo, Kemranjen, Tambak, Sumbang, Kembaran, Karanglewas, Kebasen, Somagede, Kedungbanteng, Kalibogor.

d. PPL kabupaten Banyumas meliputi Desa Cihonje Kec. Gumelar; Desa Tipar Kec. Rawalo; Desa Paningkaban Kec. Gumelar; Desa Jompo Kulon Kec. Sokaraja; Desa Sidamulya Kec. Kemranjen.

6.Rencana Jaringan Transportasi


Program atau kebijakan tentang rencana jaringan transportasi seperti yang termuat dalam RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 terpilih sebagai program yang harus dikaji sesuai dengan isu-isu strategis seperti kesenjangan sosial, infrastruktur, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Jaringan transportasi terdiri dari transportasi darat dan perkeretaapian. Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas: jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan b. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Sementara itu, sistem jaringan transportasi perkeetaapian terdiri atas:

a. pengembangan prasarana kereta api;

b. pengembangan sarana kereta api; dan

c. peningkatan pelayanan kereta api.

Pengembangan prasarana kereta api meliputi:

a. pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto-Slawi, Purwokerto-Kutoarjo, dan Purwokerto – Wonosobo;

b. pengembangan jalur ganda Cirebon – Kroya;

c. pengembangann jalur ganda Kroya – Kutoarjo;dan

d. penertiban perlintasan sebidang yang tidak resmi pada jalur ganda Cirebon – Kroya – Kutoarjo.

7.Pengendalian Ruang Wilayah



Program atau kebijakan pengendalian ruang wilayah dipilih sebagai salah satu program yang perlu dikaji karena sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031. Pengendalian ruang wilayah sangat terkait erat dengan program atau kebijakan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Oleh karenanya, upaya pengendalian ruang harus konsisten dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas agar berbagai insentif investasi tidak membawa dampak-dampak negatif terhadap kesenjangan sosial, infrastruktur dan pencemaran serta kerusakan lingkungan.

8.Rencana Sistem Jaringan Sistem dan Energi



Dalam RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031, rencana sistem jaringan sistem dan energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, jaringan transmiri tenaga listrik, pengembangan pembangkit tenaga listrik tenaga panas bumi, dan tenaga listrik tenaga surya serta tenaga listrik mikrohidro. Agar tidak terjadi risiko bencana maka pengembangan jaringan sistem dan energi dilakukan dengan kaidah-kaidah pengembangan sistem energi berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian alam. Lebih lengkapnya rencana sistem jaringan sistem dan energi adalah sebagai berkut:

A. Jaringan pipa minyak dan gas bumi.

Berupa pengembangan jaringan pipa Maos-Jogjakarta melalui:

a. Kecamatan Kebasen;

b. Kecamatan Kemranjen;

c. Kecamatan Sumpiuh; dan

d. Kecamatan Tambak.

B. Jaringan transmisi tenaga listrik berupa pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratuas lima puluh) kilo volt dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 (lima ratus) kilo volt meliputi:

a. Kecamatan Tambak;

b. Kecamatan Sumpiuh;

c. Kecamatan Somagede;

d. Kecamatan Kemranjen;

e. Kecamatan Rawalo;

f. Perkotaan Purwokerto;

g. Kecamatan Kedungbanteng;

h. Kecamatan Karanglewas;

i. Kecamatan Cilongok;

j. Kecamatan Ajibarang; dan

k. Kecamatan Pekuncen.

C. Tenga listrik sebgaimana dimaksud

(a)  Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi meliputi :

1. Kecamatan Baturaden;

2. Kecamatan Cilongok;

3. Kecamatan Pekuncen; dan

4. Kecamatan Karanglewas.

(b)  Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah tidak terjangkau sambungan jaringan listrik meliputi :

1. Kecamatan Kebasen;

2. Kecamatan Cilongok;

3. Kecamatan Pekuncen; dan

4. Kecamatan Sumpiuh.

(c)  Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro meliputi :

1. Kecamatan Cilongok;

2. Kecamatan Karanglewas;

3. Kecamatan Kebasen;

4. Kecamatan Kedungbanteng;

5. Kecamatan Baturaden; dan

6. Kecamatan Pekuncen.

9.Pengembangan Wilayah Kota Purwokerto dan Kawasan Perdesaan

  
Pengembangan wilayah kota purwokerto dan kawasan perdesaan sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 dipilih sebagai program yang harus dikaji. Hal ini dikarenakan upaya pengembangan wilayah kota dan desa diikuti dengan penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana pembangunan. Sehingga aktivitas tersebut akan membawa dampak-dampak negatif seperti konversi lahan, timbulnya pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam. Oleh karena itu, dampak-dampak tersebut perlu dikaji dengan isu-isu strategis dalam aspek kesenjangan ekonomi, infrastruktur, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

10.Perwujudan Kawasan untuk Permukiman


Program atau kebijakan tentang perwujudan kawasan peruntukan pemukiman dalam RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 dipandang sebagai program yang penting dan harus dikaji karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat akan tempat bermukim. Hal ini diperkuat dalam penjelasan RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 bahwa kawasan permukiman terdapat di semua kecamatan sehingga membutuhkan perumahan dalam jumlah banyak. Beberapa kecamatan yang berpotensi membutuhkan perumahan dalam jumlah banyak dapat ditemukan di beberapa kecamatan yang sangat padat penduduknya seperti: Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Kembaran, Sokaraja, Karanglewas, dan Ajibarang. Tentu saja meningkatnya kawasan permukiman akan membawa dampak terhadap kesenjangan sosial, infrastruktur, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan.


Kajian lebih lanjut menemukan bahwa program-program hasil penapisan dari program-progam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 ternyata pararel dengan program-program yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031. Dengan demikian, program-program dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2008-2013 dapat disandingkan dengan program-program dalam RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031. Hasil penyandingan Program-program RPJMD Kabupaten Banyumas 2008-2013 dengan program-program dalam RTRW 2011-2031 dirangkum dalam tabel.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyatakan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya. Menurutnya, peraturan pemerintah ini sebagai peraturan pelaksanaan KLHS yang lebih teknis dan spesifik. 

Saat ini, kondisi lingkungan hidup di Indonesia masih menunjukkan degradasi seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan sumber daya alam hingga bencana lingkungan. Upaya tata kelola lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum optimal menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Sebabnya, berbagai persoalan lingkungan hidup terbatas pada tataran kebijakan, rencana atau program. Lantaran demikian, persoalan lingkungan hidup memerlukan integrasi kebijakan dan implementasinya.

KLHS merupakan upaya terobosan dalam skema analisis sistematis yang komprehensif, berkesinambungan dan partisipatif agar prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan program. “Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup berupaya untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah mengenai KLHS dan untuk ditetapkannya PP KLH.

Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah pusat dan daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam rincian penyusunan atau evaluasi Rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) serta mengambil kebijakan, rencana dan program (KRP) terkait lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32/2009 telah mengamanatkan untuk ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai KLHS.
Dengan informasi diatas bahwa diperlukan sekali adanya Kajian lingkungan Hidup Strategis termasuk dalam hal ini di daerah, sehingga pembangunan tidak akan melampaui daya dukung lingkungan, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk memberikan sumber alam dan kehidupan bagi manusia dan makhuk yang ada di dalamnya. Keseimbangan lingkungan hidup hayati sangat diperlukan untuk keperluan pembangunan generasi berikutnya.
3.4.2.1 Gambaran Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup


Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyumas telah diintifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (2008-2013) sebagai berikut:

1. Masih banyaknya jumlah rakyat miskin.

Presentasi kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih tinggi walaupun menunjukkan penurunan, yaitu 20,20 % (314,1 ribu orang) pada 2010, menurun dibandingkan 2009 yaitu sebesar 21,52 % (319,8 ribu orang) dan pada 2008 sebesar 21,52 % atau 340, 7 ribu orang.

2. Masih rendahnya kualitas/derajat kesehatan masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat diantaranya dapat diketahui dari Angka Kematian Ibu (AKI). Pada 2011 AKI di Kabupaten Banyumas masih tinggi, yaitu masih sebesar 129,35/100.000 KH. Angka ini sedikit naik dibandingkan 2010 sebesar 123,89/100.000 KH. Namun, lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 102,4/100.000 KH. Disamping AKI, Presentasi Balita gizi kurang pada 2011 juga masih tinggi, yaitu sebesar 9,11 %. Angka kesakitan DBD sebesar 42,6/100.000 penduduk. Angka CDR TB Paru sebesar 66,32 %. Jumlah penderita HIV/AIDS sebesar 69 ODHA, angka kesakitan Diare sebesar 21/1.000 penduduk.
3. Masih tingginya pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Banyumas pada 2011 sebesar 7,37 %, menurun dibandingkan 2009 dan 2008 sebesar 8,05 %. Sementara itu, kemampuan dan ketrampilan calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan ntenaga kerja sehingga banyak angkatan kerja yang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan.

4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kualitas capaian bidang pendidikan seperti ketersediaan sarana prasarana, angka partisipasi murni (APK) untuk jenjang SMP dan SMA/SMK/MA masih rendah. Sementara itu, angka putus sekolah khususnya untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih cukup tinggi. Capaian lain di bidang pendidikan seperti angka kelulusan SMP dan SMA masih tergolong rendah. Demikian pula angka kelulusan pendidikan keaksaraan masih rendah.
5. Kemampuan keuangan daerah relatif terbatas.

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas untuk tiga tahun terakhir (2009-2011) selalu mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada 2010 pendapatan barang mencapai Rp. 1.264.235.123.192,00, sedangkan pada 2011 terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1.446.406.773.617,00. Pada 2012 pendapatan daerah kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.615.919.973.468,00. Meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, namun konstribusi pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kecil yaitu sebesar RP. 188.569.671.236,00 atau 11,67 % dari total pendapatan daerah. Akibatnya, ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan pusat maupun provinsi masih sangat besar.
6. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/menengan termasuk sarana dan prasarananya.

Kunjungan wisata nusantara pada sektor pariwisata pada 2011 sebesar 860.82 orang. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 540.719 orang. Namun demikian, sarana dan prasarana masih belum memadai untuk memfasilitasi para wisatawan dalam menikmati obyek wisata. Jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas pada 2010 sebanyak 581.049 unit. Angka ini meningkat terus dari tahun ke tahun. Namun demikian, pengembangan UMKM ini masih belum optimal karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan pemberdayaan. Demikian pula pengembangan pertanian masih sangat minim sehingga daya saing hasil pertanian dan jaringan pemasaran bagi petani masih sangat terbatas. Akibatnya, tingkat kesejahteraan petani sangat rendah. Hal ini tergambar dari nilai tukar petani (NTP) yang tertinggal jauh dari nilai tukar barang industri. 

7. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memelihara lingkungan (dokumen lingkungan belum dimiliki). 

Di Kabupaten Banyumas jumlah kegiatan usaha yang tanpa AMDAL, UKL maupun UPL masih banyak. Pada 2010 presentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan baru mencapai 56,00 % (336 unit usaha dari 600 unit usaha yang ada di Kabupaten Banyumas). Dibanyumas jumlah penambang tanpa ijin (PETI) mencapai angka sebesar 103 usaha pada 2011. Persoalan lingkungan hidup lainnya adalah meningkatnya aktivitas industri maupun limbah rumah tangga yang memberikan dampak negatif terhadap air sungai maupun air tanah. Persoalan pengelolaan sampah juga optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya volume sampah yang ditangani dengan baik. Pencegahan pencemaran udara juga belum tertangani secara optimal baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. 

8. Kualitas penegakan hukum masih rendah.

Pelanggaran produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi. Terkait dengan isu lingkungan, penegakan hukum dan pengawasan dari institusi terkait dalam penertiban aktivitas penambangan liar masih rendah yang jumlahnya 105 kegiatan pada 2011. Pada 2009 cakupan penanganan kasus perda sebanyak 530 kasus pada 2010 mencapai angka sebesar 475 kasus. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum di Banyumas masih rendah. 

9. Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang masih rendah.

Beberapa sarana dan prasarana pelayanan publik di Kabupaten Banyumas yang perlu mendapatkan perhatian adalah bangunan irigasi dan sarana perhubungan. Tingkat kerusakan jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas masih cukup besar, yaitu sebesar 54,74 % (2010). Di Kabupaten Banyumas juga terdapat 14 lokasi rawan kecelakaan lalulintas. Dengan demikian, dari segi jumlah maupun mutunya sarana prasarana pelayanan publik di Kabupaten Banyumas masih rendah.
3.4.2.2 Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perumusan isu-isu strategis ini mempertimbangkan adanya kriteria strategis (lihat dokumen KLHS Provinsi Jateng, 2009-III-5) yang meliputi:

1. Bersifat lintas wilayah (potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaannya).

2. Bersifat lintas sektor.

3. Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan seperti berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan, berdampak mengganggu penerapan konsep pembangunan berkelanjutan.

4.Potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda.

Hasil pelingkupan isu-isu strategis di Kabupaten Banyumas mengerucut pada 3 (tiga) isu strategi utama, yaitu: (1) Pencemaran dan kerusakan lingkungan, (2) Infrastruktur, dan (3) kesenjangan sosial. Proses pemusatan isu pembangunan (daftar panajang) menjadi isu strategis (daftar pendek) disajikan dalam Gambar 3.2. di bawah ini.


Secara ringkas tiga kelompok isu-isu strategis (pencemaran dan kerusakan lingkungan, infrastruktur, dan kesenjangan sosial) di Kabupaten Banyumas ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

a. Alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan menjadi lahan non pertanian.

Terjadinya proses alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan non pertanian dipicu oleh kebijakan tata ruang yang mengalihkan fungsi ruang dari peruntukkan agraris untuk penggunaan non agraris seperti untuk perumahan, industri, perkantoran dan lain-lain. Perubahan fungsi ruang tersebut selain dipicu oleh kebijakan juga disebabkan oleh tekanan pasar yang tidak menguntungkan usaha pertanian yang masih berada di wilayah perkotaan. Situasi ini akan berdampak pada menurunnya lahan produktif dan produksi pangan, menurunnya kesejahteraan petani dan mengancam ketahanan pangan.

b. Pencemaran lingkungan (tanah, air, B3, Sungai, udara, sampah).

Tanah, air, dan udara merupakan wilayah yang sudah tercemar. Disamping menurunkan mutu lingkungan dan daya dukung lingkungan, pencemaran tanah, air dan udara akan mengundang berbagai vektor penyakit. Hal ini tentu saja dapat mengancam dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Limbah domestik rumah tangga seperti sampah rumah tangga merupakan sumber pencemaran yang paling umum ditemukan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya merupakan faktor utama menjadi penyebab tingginya pencemaran lingkungan. Disamping itu, pengelolaan sampah dan lemahnya pengawasan merupakan dua faktor lainnya yang menyebabkan tidak efektifnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
c. Kerentanan ketahanan pangan.

Menurunnya luas lahan produktif akibat perubahan fungsi lahan di Kabupaten Banyumas berdampak negatif terhadap produksi pangan khususnya pertanian tanaman pangan. Hal ini dalam jangka panjang akan mengancam ketahanan pangan. Ketiadaan penganekaragaman pangan akan semakin memperparah ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas.

d. Kerusakan Lingkungan akibat penambangan.

Praktik-praktik penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku cenderung mendorong ekploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam sehingga hal tersebut akan meningkatkan risiko ekologis maupun risiko demografis karena potensi bencana yang dapat ditimbulkannya. 

2. Infrastruktur


a. Disparitas/Kesenjangan antar wilayah.

Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak merata antar wilayah telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah menjadi tidak seimbang. Hal ini telah mengakibatkan dorongan migrasi yang besar dari wilayah tertinggal ke wilayah-wilayah perkotaan yang didukung dengan sarana dan prasarana publik yang lebih baik. Jika kondisi ini dibiarkan maka kesenjangan antar wilayah menjadi semakin lebar dan tentu saja berdampak negatif terhadap daya dukung wilayah perkotaan yang dicirikan dengan semakin padatnya populasi dan meningkatnya limbah aktivitas ekonomi dan rumah tangga di wilayah perkotaan. 

b. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Tingkat kerusakan dan minimnya kegiatan perawatan berbagai sarana dan prasarana pertanian akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan infrastruktur ekonomi khususnya diwilayah pedesaan. Minimnya sarana dan prasarana pertanian yang di butuhkan oleh masyarakat petani akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi lokal.
c. Prasarana jalan tidak memadai (terutama infrastruktur jalan).

Meningkatnya panjang jalan khususnya jalan kabupaten dalam keadaan rusak dari tahun ke tahun akan bedampak penting terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Banyumas. Demikian pula prasarana perhubungan lainnya seperti jembatan. Jumlah jembatan yang rusak setiap tahunnya meningkat. Prasarana perhubungan yang tidak memadai ini memberikan pengaruh negatif terhadap dinamika ekonomi lokal.

d. Investasi 

Belum optimalnya realisasi investasi daerah berdampak besar terhadap upaya untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah. Terbatasnya investor potensial di sebabkan informasi yang minim mengenai potensi ekonomi wilayah. Akibatnya, berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya di kelola untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan daerah.

e. Daya saing produksi 

Lemahnya daya saing produksi khususnya industri menengah, kecil dan mikro menyebabkan capaian ekspor Kabupaten Banyumas belum optimal. Akibatnya, berbagai barang impor mendominasi berbagai produk yang diperdangkan di sebagian besar pasar. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap upaya-upaya untuk mempromosikan produk-produk lokal dan bahkan cenderung mematikan kreativitas dan produksi barang-barang lokal. 

f. Koperasi dan UMKM.

Masih lemahnya manajemen dan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta penguasaan teknologi UMKM sehingga produk-produknya belum mampu bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi swasta yang telah berkembang. Akibatnya, nilai tambah produk menjadi melemah dan ini berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi. 

3. Kesenjangan Sosial 

a. Persebaran produk yang tidak merata

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas relatif moderat. Hanya 0,808 % selama lima tahun terakhir. Namun demikian, distribusi populasinya tidak merata. Wilayah kecamatan yang berada di perkotaan cenderung 5 kali leih padat di bandingkan wilayah-wilayah kecamatan pedesaan. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur di perkotaan yang lemah memadai dan memicu arus urbanisasi. Dampak yang timbul dari urbanisasi khususnya produk yang tidak memiliki kemampuan yang memadai adalah maraknya pemukiman kumuh, pengangguran dan kriminalitas.
b. Rendahnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
Kemampuan keuangan pemerintah yang rendah telah memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas pelayanan dasar masyarakat. Hal ini memberikan efek yang lain terhadap melemahnya akses masyarakat layanan pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi.

c. Masih tingginya PMKS.
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan yang semakin meningkat setiap tahunnya adalah akibat rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat serta terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana PMKS yang memadai. Adanya bencana alam yang sewaktu-waktu dapat menciptakan PMKS baru belum di imbangi dengan upaya-upaya mitigasi yang memadai. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan sosial di masyarakat.

d. Belum terealisirnya kesetaraan dan keadilan jender.

Masih kuatnya budaya patriakhi menjadi kendala untuk menciptakan kebijakan yang responsif jender.


3.3 Analisis Baseline Data 

3.3.1. Analisis Data baseline untuk isu Strategis Pencemaran dan Kerusakan


Lingkungan di Kabupaten Banyumas

1) Alih Fungsi lahan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas, Dari perbandingan data tahun 2007 dan 2010, diketahui telah terjadi perubahan fungsi lahan di Kabupaten Banyumas. Dalam kurun waktu 4 tahun tersebut, sebagian lahan telah beralih fungsinya dari lahan pertanian ke bukan lahan pertanian. Jumlah lahan bukan pertanian meningkat dari 46.260 ha pada tahun 2007 menjadi 48.390 ha pada tahun 2010. Luas lahan pertanian tersebut meningkat sebesar 1,60% selama 4 tahun, atau per tahunnya meningkat 0,53% dari total luas lahan yang ada. Konversi lahan pertanian ke lahan pertanian tersebut didominasi penggunaan lahan untuk klasifikasi rumah, bangunan dan halaman sekitarnya yang meningkat 0.56% per tahun.

Dari sisi lahan untuk pertanian, terjadi pula pergeseran fungsi lahan. Untuk lahan sawah, penurunan lahan terjadi untuk jenis lahan dengan pengairan teknis, pengairan setengah teknis, pengairan non PU dan sawah pada hujan. Untuk sawah dengan pengairan PU cenderung menunjukkan peningkatan luas. 

Sementara untuk klasifikasi lahan pertanian bukan sawah, penurunan fungsi lahan terjadi pada lahan yang diperuntukkan bagi perkebunan, hutan rakyat, kolam/tebat/empang,serta jenis lahan lainnya.   
2) Pencemaran Lingkungan (Produksi Sampah dan Volume Sampah yang tertangani)




Pada tahun 2011, volume sampah di Kabupaten Banyumas mencapai lebih dari 4.500 m3. Volume tersebut meningkat setiap tahun, dengan peningkatan rata-rata per tahun sekitar 4%. Meskipun terjadi pertumbuhan sepanjang tahun, pertumbuhan volume sampah tergolong terhitung menurun. Tahun 2009, volume sampah meningkat 4,21% dari tahun sebelumnya dan tahun 2011 pertumbuhan sampah menurun menjadi 3,88%. Dengan pertumbuhan sekitar 4% per tahun tersebut, volume sampah akan semakin meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Diperkirakan pada tahun 2015 volume sampah di Kabupaten banyumas akan lebih dari 5.000 m3.
Dengan adanya kajian lingkungan hidup seperti ini, maka diperlukan adanya regulasi yang mendukung penyelesaian masalah lingkungan hidup seperti tersebut di atas. Terciptanya Perda untuk mewujudkan Lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan bukan merupakan keniscayaan, sehingga pada masa mendatang masyarakat Banyumas akan dapat menikmati kekayaan alam yang beriringan dengan adanya Pembangunan. Daya dukung alam harus bisa menunjang pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya.
3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS :

Misi 1: Meningkatkan pelayanan dibidang administrasi umum, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia dengan berpegang pada landasan terciptanya birokrasi yang profesional, bersih dan partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya untuk melayani masyarakat
a. Pelayanan  administrasi:

1) Belum optimalnya dukungan data dan informasi dalam rangka analisa kebutuhan sarana dan prasarana, 
2) Masih rendahnya kapasitas / kemampuan teknis aparatur.
3) Perlunya penyelenggaraan birokrasi yang profesional, bersih dan partisipatif dalam rangka memaksimalkan  pelayanan kepada dewan, sehingga diharapkan dewan akan bisa melaksankan fungsinya secara maksimal.
Misi 2: Meningkatkan, mengkoordinasikan pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat serta fasilitasi rapat-rapat dalam rangka pembahasan raperda yang berpihak kepada masyarakat untuk menciptakan pelayanan dasar kepada masyarakat, keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan; infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi masyarakat dengan berbasis pertanian; serta daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah
a. Fasilitasi Penyerapan aspirasi masyarakat :
1) Perlunya fasilitasi penyerapan aspirasi lewat publik hearing maupun menampung aduan-aduan dari masyarakat yang dapat mendorong kinerja dewan untuk bahan rapat penyusunan Perda maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan dan  penanganan masalah-masalah lainnya  di masyarakat.
b. Fasilitasi rapat:

1) Perlunya fasilitasi rapat yang dapat mendorong kinerja dewan dalam rapat-rapat pembahasan Perda, sehingga diharapkan akan terbit perda yang berpihak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat
2) Perlunya fasilitasi rapat yang dapat mendukung dewan dalam menciptakan Perda yang aspiratif terhadap perkembangan wilayah dengan yaitu diterbitkannya Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dengan harapan bahwa Perkembangan wilayah akan dapat diatur berdasarkan ruang yang ada dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Misi 3: Mendorong dan meningkatkan fungsi dewan dalam hal kualitas pengawasan terhadap eksekutif sehingga pembangunan akan berjalan sesuai visi misi dan peraturan-peraturan yang ada 
a. Pengawasan Dewan terhadap eksekutif:

1) Perlunya arahan kebijakan pengawasan terhadap eksekutif sehingga pembangunan akan sesuai dengan visi misi bupati.
2) Perlunya pengawasan dewan terhadap eksekutif sehingga akan terwujud pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
Misi 4: Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Anggota DPRD dalam rangka mendukung dan mendorong tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan dan ketaqwaan, serta adanya toleransi beragama 
a. Peran Dewan dalam memelopori keimanan dan ketaqwaan:

1) Perlunya meningkatkan peran dewan dalam rangka memelopori keimananan dan ketaqwaan penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga diharapkan akan terwujud masyarakat dan penyelenggaran pemerintahan yang berbudaya, disiplin dan memiliki kejujuran.
2) Perlunya dukungan dewan terhadap kegiatan keagamaan dan toleransi  umat beragama.
Dengan rumusan seperti tersebut diatas dapat ditentukan isu isu strategis Sekretariat DPRD Sebagai berikut : 
1. Memaksimalkan fungsi dewan dengan pelayanan kesekretariatan yang profesional sehingga akan berakibat pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Mendukung dewan dalam rangka Penyerapan aspirasi masyarakat dan penyusunan Perda dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pembangunan insfrastruktur

3. Meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dewan terhadap eksekutif sehingga berjalannya pembangunan tidak melenceng dari garis yang telah ditetapkan bersama

4. Mendukung dewan untuk berperan sebagai pelopor dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sehingga akan terwujud penyelenggara pemerintah dan masyarakat yang berbudaya, disiplin dan memiliki kejujuran.
BAB IV

VISI  MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sebelum menentukan visi, misi, strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD perlu kiranya melihat visi, misi, strategi dan kebijakan Bupati KDH terpilih, dengan tujuan agar visi, misi, srategi dan kebijakan Sekr. DPRD Kab. Banyumas dapat sinkron dengan visi, misi, kebijakan dan strategi Bupati KDH terpilih.

Adapun Visi Misi Tujuan sasaran strategi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Visi: Terwujudnya Pemerintah Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa
	MISI
	 
	TUJUAN
	 
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	1.Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat
	1
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	1
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
	Pengembangan sistim dan iklim yang demokratis, partisipatif dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan
	peningkatan sistem informasi perencanaan pembangunan

	 
	 
	 
	2
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur
	Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan partisipatif
	Peningktan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas KKN

	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan kemampuan aparatur daerah untuk berinovatif
	Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur

	 
	 
	 
	3
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
	Penerapan dan peningkatan sistem pengawasan internal pemerintahan (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian
	Peningkatan pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi

	 
	 
	 
	4
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Peningktan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

	MISI
	 
	TUJUAN
	 
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	 
	2
	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
	5
	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah
	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
	Peningkatan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan dan aset daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Intensifikasi dan aktensifikasi sumber-sumber pendapatan

	 
	3
	Meningktnya kualitas pelayanan publik
	6
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan
	Penerapan pelayanan prima
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan prima

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan pengembangan SOP, SPP<OSS

	 
	 
	 
	7
	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
	Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil
	Peningkatan kecepatan pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

	 
	 
	 
	8
	Meningkatnya pelayanan bidang informasi dam komunikasi
	Penataan dan pengembangan layanan informasi dan komunikasi
	Peningkatan percepatan dan keakuratan pelayanan bidang informasi dan komunikasi

	 
	 
	 
	9
	Meningkatnya pelayanan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi
	Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas tenaga kerja secara trans migrasi
	Peningktan pelatihan SDM tenaga kerja

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan penyediaan informasi tenaga kerja

	2.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas
	4
	Peningkatan akses dan utu pelayanan pendidikan
	10
	Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat
	Perbaikan aksara dan kualitas pendidikan masyarakat
	Peningktan pemerataan pelayanan pendidikan


	MISI
	 
	TUJUAN
	 
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	 
	 
	 
	11
	Meningkatnya kualitas anak didik
	 
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

	 
	 
	 
	12
	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
	 
	Pengembangan manajemen berbasis sekolah

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

	 
	5
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	13
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
	Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

	 
	 
	 
	14
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
	 
	Peningkatan saranan dan prasarana kesehatan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

	3.Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah
	6
	Meningkatkan peran sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
	15
	Meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta perikanan
	Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal
	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta perikanan


	MISI
	 
	TUJUAN
	 
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan pengelolaan serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan serta perikanan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan sarpras pertanian, peternakan dan perkebunan serta perikanan

	 
	 
	 
	16
	Meningkatnya ketahanan pangan
	Peningkatan ketahanan pangan
	Peningkatan diversifikasi keanekaragaman produk pangan dan distribusi pangan

	 
	 
	 
	17
	Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintahan pada sektor pertanian
	Peningkatan kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintahan pada sektor pertanian
	Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan kualitas manajemen, teknologi dan pemasaran pertanian

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan fasilitas permodalan dan pendampingan pada pelaku usaha


	MISI
	 
	TUJUAN
	 
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	 
	7
	Meningkatkan peran serta sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah
	18
	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata
	Peningkatan kinerja sektor pariwisata
	Peningkatan kerjasama promosi pariwisata

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan event pariwisata

	 
	 
	 
	19
	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri
	Peningkatan kinerja sektor industri
	Peningkatan sarana dan prasarana industri

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan penguatan kelembagaan sektor industri
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4.1 Visi  dan Misi SKPD
Penjabaran  Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Visi adalah suatu kondisi yang dicita-citakan oleh seluruh komponen unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Peakan oleh seluruh komponen unit kerja atau satuan kerja an yang telah ditetapkan oleh Smerintah Kabupaten Banyumas dan visi ini menjadi arah pedoman dalam penyusunan Strategi dan kegiatan setiap tahunnya.
Untuk mencapai visi dibutuhkan misi sebagai tindakan yang harus dilaksanakan agar cita-cita dapat terwujud.

Untuk itu visi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah “Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang dapat melayani secara profesional lembaga DPRD sehingga menjadi lembaga yang aspiratif dan berpihak kepada masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.
       Sebagai unsur Staf, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas dalam  pelaksanaan tugas pokoknya disamping bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas juga kepada DPRD, karena  Sekretariat DPRD memiliki kewajiban  untuk dapat memberikan pelayanan yang profesional sesuai dengan tugas  dan fungsinya dengan mempertimbangkan fungsi dan peran DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah yang ikut menentukan arah dan kebijakan lainnya dalam Pemerintahan Daerah secara aspiratif dan demokratis.

       Pelayanan Profesional (Profesionalism Service) yang diharapkan adalah pelayanan yang tepat waktu, tepat  mutu, dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan  DPRD sehingga keberadaan  Sekretariat DPRD akan  nampak dalam mendukung kinerja  DPRD.

Untuk itu tersedianya aparatur yang memadai yang memiliki pengetahuan,keahlian dan kemampuan  sesuai bidangnya, adanya sarana dan prasarana serta standar kerja yang baik mutlak  diperlukan, disamping itu koordinasi antar komponen didalam unit kerja yang  komplek menjadi sangat penting guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Satuan  Organisasi dan  Tata kerja  ( SOT) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nomor  10 Tahun 2008 yang terdiri dari 3 ( tiga) Bagian dan 7 (tujuh ) Sub Bagian mempunyai peran dan fungsi yang beragam, untuk itu koordinasi menjadi hal  yang sangat penting.
Misi.

Guna mewujudkan visi tersebut  diatas, maka  misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah :

1. Meningkatkan pelayanan dibidang administrasi umum, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia dengan berpegang pada landasan terciptanya birokrasi yang profesional, bersih dan partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya untuk melayani masyarakat;

2. Meningkatkan, mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penyerapan aspirasi dan fasilitasi rapat-rapat dalam rangka pembahasan raperda yang berpihak kepada masyarakat untuk menciptakan pelayanan dasar kepada masyarakat, keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan; infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi masyarakat dengan berbasis pertanian; serta daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Mendorong dan meningkatkan fungsi dewan dalam hal kualitas pengawasan terhadap eksekutif sehingga pembangunan akan berjalan sesuai visi misi dan peraturan-peraturan yang ada.
4. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Anggota DPRD dalam rangka mendukung dan mendorong tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan dan ketaqwaan, serta adanya toleransi beragama.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.2.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai sesuai visi dan misi tersebut  diatas adalah :

1. Tercipta birokrasi pemerintahan yang akuntabel

2. Tercipta Pemerintahan yang efektif dan efisien

3. Terserapnya aspirasi masyarakat

4. Tersusunnya dan ditetapkannya Perda yang berpihak kepada masyarakat

5. Terwujudnya  fungsi pengawasan secara maksimal anggota dewan terhadap jalannya pemerintahan

6. Terlaksananya pembangunan dengan lancar

7. Terbentuknya masyarakat yang berbudaya  dan berkepribadian

8.Terbentuknya masyarakat yang mempunyai etika moral yang baik dengan dasar keimanan dan ketaqwaan

 9. Adanya toleransi  umat beragama sehingga dapat berdampingan secara damai dan bersama-sama mencapai tujuan pembangunan
4.2.2 Sasaran 
Untuk  tujuan seperti tersebut di atas maka sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Pelayanan administrasi untuk mendukung kinerja organisasi setiap   tahun anggaran

2.  Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap setiap  tahun anggaran
3. Peningkatan SDM pegawai Sekretariat DPRD 37 orang dan anggota DPRD 50 orang
4. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan tepat sasaran dalam setiap  tahun anggaran
5. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan tidak melenceng dari peraturan yang ada dalam setiap  tahun anggaran
6. Penyerapan aspirasi masyarakat pada  reses  3 kali masa sidang DPRD
7. Penyerapan aspirasi masyarakat dengan kunjungan kerja oleh 50 anggota DPRD
8. Penyusunan draft Raperda 95 buah
9. Pembahasan dan Penetapan Perda 95 buah
10. Pengawasan berkelanjutan terhadap eksekutif yaitu Bupati dan struktur di bawahnya meliputi 1 Setda,28 Badan/Dinas/Lemtekda, 27 kecamatan
11. Peningkatan kualitas pengawasan terhadap eksekutif yaitu Bupati dan struktur di bawahnya meliputi 1 Setda,28 Badan/Dinas/Lemtekda, 27 Kecamatan

12. Pembangunan dapat dinikmati oleh 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas secara adil dan merata
13. Arah pembangunan sesuai visi misi Bupati dan peraturan yang ada dalam setiap  tahun anggaran
14. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing pada wilayah kab. Banyumas meliputi 27 kecamatan
15. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berkepribadian  pada wilayah kab. Banyumas meliputi 27 kecamatan
16. Ketertiban dan keamanan masyarakat di 27 kec
17. Kondisi keberagamaan yang bagus di 27 kec
18. Kerukunan  umat beragama di 27 kec
19. Kebersamaan  umat beragama dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan merata dalam meraih visi misi pembangunan di 27 kec
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Target Kinerja Pada Tahun Ke

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Mendukung dewan menjadi lembaga legislatif yang aspiratif
	Penyusunan, Pembahasan dan penetapan Raperda/Perda
	Perda yang dibahas
	19
	19
	19
	19
	19

	
	
	
	Perda yang terbit
	19
	19
	19
	19
	19

	
	
	
	Perda yang batal
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.3 Strategi dan Kebijakan
4.3.1  Strategi

Untuk mencapai sasaran maka strategi yang digunakan adalah :

1. Menggunakan sumber daya dan sumber dana yang ada secara efektif dan efisien

2. Menginventarisir kebutuhan dan kerusakan untuk perbaikan  secara akurat

3.  Pengiriman peserta bintek, workshop, diklat

4. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan indikator kinerja yang ditetapkan

5. Mempelajari segala peraturan perundang-undangan yang ada

6. Mendukung dewan dalam pelaksanaan reses sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat sebanyak mungkin

7. Memfasilitasi dewan untuk aktif bertemu dengan masyarakat atau pihak lainnya sehingga dapat menyerap aspirasi dan menjalin hubungan yang erat

8. Memfasilitasi kegiatan penyusunan draft Raperda secara maksimal

9. Memfasilitasi pembahasan dan Penetapan Raperda/Perda secara maksimal

10. Memastikan pengawasan terhadap eksekutif lebih intensif

11. Meningkatkan pengetahuan penguasaan, dan pemahaman dewan terhadap permasalahan yang ada di pemerintahan

12. Memastikan pembangunan terlah merata di seluruh wilayah

13. Memastikan bahwa arah pembangunan tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan

14. Mendukung kegiatan-kegiatan DPRD secara maksimal untuk memajukan masyarakat

15. Mendukung kegiatan-kegiatan DPRD secara maksimal untuk membentuk kebudayaan dan kepribadian  masyarakat yang baik

16. Mendukung kegiatan DPRD dalam menciptakan ketertiban dan kamanan

17. Mendukung DPRD dalam upaya meningkatkan aktifitas/kegiatan keagamaan masyarakat

18. Dilakukan forum dialog dan kegiatan bersama antar umat seagama/ umat beragama dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan

19. Keikutsertaan bersama-sama dalam kegiatan pembangunan

4.3.2 Kebijakan 

Bahwa kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, meliputi :

1.  Memaksimal potensi sumber daya dan sumber dana yang ada

2.  Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana secara kontinyu

3. Penyediaan dana peningkatan SDM maupun pengiriman diklat lewat lembaga yang berkompeten

4.  Melakukan manajemen yang baik

5. Menyediakan buku peraturan perundangan yang lengkap dan informasi mengenai perturan perundangan lainnya

6. Penyediaan fasiitas penyerapan aspirasi pada masa reses

7. Penyediaan fasilitas penyerapan aspirasi dan peningkatan hubungan melalui berbagai kunjungan kerja

8.  Penyediaan fasilitasi penyusunan draft raperda diantaranya dengan bantuan tenaga ahli

9.  Penyediaan fasilitasi rapat dewan secara lengkap dan memuaskan

10. Pengawasan berkelanjutan  melalui komisi/fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya

11.  Pengiriman bintek/diklat/workshop

12. Monitoring terhadap pembangunan

13. Dilakukan evaluasi pembangunan
14.Mendorong pelaku usaha kecil menengah untuk andil dalam pembangunan dg berbagai fasilitas, insentif dan kemudahan dari Pemda

15. Dilakukan upaya pendekatan dan pendidikan karakter kepada masyarakat

16. Dilakukan upaya pendekatan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan

17. Disediakannya fasilitas ibadah yang bagus dan nyaman lewat bantuan sosial/bantuan keuangan serta diintensifkannya kegiatan keberagamaan

18.  Fasilitasi dialog dan kegiatan sosial/keagamaan umat beragama lebih intensif

19. Semua komponen umat beragama difasilitasi untuk ikut dalam kegiatan pembangunan
BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 
Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas 2014-2018  harus mengacu pada Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan akan terwujud indikator program kerja dan kegiatan yang mendukung hal tersebut diatas.
Untuk mencapai tujuan, keterpaduan perencanaan program dan anggaran, maka program yang dilakukan adalah :

· peningkatan skala prioritas;

· Peningkatan perencanaan dan pengawasan;

· Peningkatan koordinasi dan evaluasi.

Guna mewujudkan pengendalian pelaksanaan program agar hasilnya dapat dicapai secara maksimal, program yang dilakukan :

· Menciptakan pelaksanaan kegiatan secara trasparan dan akuntabel;

· Meningkatkan pengawasan melekat;

· Melaksanakan pengawasan secara berkala.
Perencanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan dukungan data dari para pelaksana, dalam hal ini para Kasubag/ PPTK yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Kepala SKPD dan dibuat persetujuan dari Pimpinan. Perencanaan program kegiatan dimaksud juga tidak lepas dari konsultasi dengan pimpinan/anggota DPRD  berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.
Dengan adanya perencanaan dan konsultasi dimaksud diharapkan Rencana Program dan kegiatan ke depan akan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terlalu meleset. Perencanaan dimaksud selanjutnya dapat dilihat pada tabel 5.1.
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD

	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)
	Kondisi Kinerja Awal
	 
	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	 
	Unit Kerja (SKPD)
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	 2014
	 2015
	 2016
	 2017
	 2018
	Kondisi Kinerja Akhir
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	
	
	

	 
	 
	 
	1.20.1.20.04.01
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	 
	 
	 
	 
	 
	       3.112,06 
	 
	    3.414,13 
	 
	     3.574,85 
	 
	      3.933,33 
	 
	     4.307,91 
	 
	 
	 

	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana inventaris kantor secara bertahap sesuai kebutuhan
	Terpenuhinya sarana kerja DPRD
	1.20.1.20.04.01.03
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pengadaan Perlengkapan kantor/Meningkatnya kinerja SKPD
	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket
	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket
	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket
	1 paket
	290,12
	1 paket
	310,00
	1 paket
	340,00
	1 paket
	375,00
	1 paket
	393,75
	1 paket
	SETWAN
	KAB. BMS

	 
	 
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
	1.20.1.20.04.01.19
	Ketatausahaan
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	2.821,94
	12 bulan
	3.104,13
	12 bulan
	3.234,85
	12 bulan
	3.558,33
	12 bulan
	3.914,16
	12 bulan
	SETWAN
	KAB. BMS


	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)
	Kondisi Kinerja Awal
	 
	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	 
	Unit Kerja (SKPD)
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	 2014
	2015
	2016
	 2017
	 2018
	Kondisi Kinerja Akhir
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	
	
	

	 
	 
	 
	1.20.1.20.04.02
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	 
	 
	 
	                    -   
	 
	              26,77 
	 
	            29,45 
	 
	            32,39 
	 
	             35,63 
	 
	             39,19 
	 
	 
	 

	 
	 
	Terpeliharanya sarana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD
	1.20.1.20.04.02.29
	Pemeliharaan Rutin/berkala meubelair
	Terpeliharanya mebeleur dalam keadaan baik
	165 buah meubelair
	165 buah meubelair
	0 buah meubelair
	170 buah meubelair
	              26,77 
	170 buah meubelair
	            29,45 
	170 buah meubelair
	            32,39 
	170 buah meubelair
	             35,63 
	170 buah meubelair
	             39,19 
	170 buah meubelair
	SETWAN
	KAB. BMS

	 
	 
	 
	1.20.1.20.04.03
	Peningkatan Disiplin Aparatur
	 
	 
	 
	                    -   
	 
	405,45
	 
	247,50
	 
	272,25
	 
	360,47
	 
	329,42
	 
	 
	 

	 
	 
	Terpenuhinya Pakaian Dinas bagi anggota DPRD dan Keprotokoleran Sekr. DPRD
	1.20.1.20.04.03.02
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
	 
	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD : 
	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD : 
	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD : 
	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD : 
	405,45
	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD : 
	247,50
	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD : 
	272,25
	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD : 
	360,47
	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD : 
	329,42
	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD : 
	SETWAN
	KAB. BMS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 50 stel PSR
	- 50 stel PSR
	- 0 stel PSR
	- 50 stel PSL
	           125,00 
	- 50 stel PSR
	110,00
	- 50 stel PSR
	121,00
	- 50 stel PSR
	133,10
	- 50 stel PSR
	          146,41 
	 250 stel 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 100 stel PSH
	- 100 stel PSH
	- 0 stel PSH
	- 50 stel PSR
	           100,00 
	- 100 stel PSH
	137,50
	- 100 stel PSH
	151,25
	- 100 stel PSH
	166,38
	- 100 stel PSH
	          183,01 
	 500 stel 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 100 stel PSH
	           125,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)
	Kondisi Kinerja Awal
	 
	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	 
	Unit Kerja (SKPD)
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Kondisi Kinerja Akhir
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pakaian Di-nas untuk staf Sekretariat DPRD (kepro-tokolan) : 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pakaian Di-nas untuk staf Sekretariat DPRD (kepro-tokolan) : 
	 
	 
	 
	 
	SETWAN
	KAB. BMS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 15 stel PSL
	16,50
	 
	 
	 
	 
	- 15 stel PSL
	18,15
	 
	 
	 30 stel 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 15 stel PSR
	15,00
	 
	 
	 
	 
	- 15 stel PSR
	16,50
	 
	 
	 30 stel 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 15 stel PSH
	12,75
	 
	 
	 
	 
	- 15 stel PSH
	14,03
	 
	 
	 30 stel 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pakaian Di-nas untuk staf Sekretariat DPRD (pra-musaji) : 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pakaian Di-nas untuk staf Sekretariat DPRD (pra-musaji) : 
	 
	 
	 
	 
	SETWAN
	KAB. BMS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 32 stel PSL
	              11,20 
	 
	 
	 
	 
	- 32 stel PSL
	             12,32 
	 
	 
	 64 stel 
	 
	 


	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)
	Kondisi Kinerja Awal
	 
	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	 
	Unit Kerja (SKPD)
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Kondisi Kinerja Akhir
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	
	
	

	Terwujudnya pelayanan profesional kepada DPRD
	 
	 
	1.20.1.20.04.15
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
	 
	 
	 
	 
	 
	14.680,37
	 
	 14.924,66 
	 
	  15.248,95 
	 
	15.673,25
	 
	  16.697,54 
	 
	 
	 

	 
	Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku.
	Terserapnya aspirasi masyarakat
	1.20.1.20.04.15.02
	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan tokoh masyarakat
	Terlaksananya tindak lanjut dari masukan, aduan dan aspirasi
	40 jenis
	40 jenis
	 25 jenis 
	 45 jenis 
	1.830,00
	47 jenis
	2.100,00
	48 jenis
	2.200,00
	50 jenis
	2.400,00
	54 jenis
	2.600,00
	244 jenis
	SETWAN
	KAB. BMS


	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)
	Kondisi Kinerja Awal
	 
	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	 
	Unit Kerja (SKPD)
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Kondisi Kinerja Akhir
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	
	
	

	 
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis, dan fungsional.
	Terlaksanya pelantikan Bupati terpilih periode tahun 2013-2018 dan anggota DPRD 2014-2019
	1.20.1.20.04.15.04
	Rapat-rapat Paripurna
	Terlaksananya penyampaian visi misi calon Bupati/Wk. bupati dan Pelantikan Bupati/Wk. Bupati, serta Pelantikan Anggota DPRD terpilih
	-
	-
	1 keg
	1 keg
	250,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 keg
	600,00
	2 keg
	SETWAN
	KAB. BMS

	 
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis, dan fungsional.
	Terkirimnya peserta pembekalan anggota Dewan dan work Shop
	1.20.1.20.04.15.07
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
	Terlayaninya pengiriman peserta Bintek/workshop/seminar/semiloka
	50 org
	50 org
	50 org
	50 org
	2.300,00
	50 org
	2.500,00
	50 org
	2.700,00
	50 org
	3.000,00
	50 org
	3.300,00
	50 org
	SETWAN
	KAB. BMS


	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)
	Kondisi Kinerja Awal
	 
	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	 
	Unit Kerja (SKPD)
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	 2014
	2015
	2016
	2017
	 2018
	Kondisi Kinerja Akhir
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	
	
	

	 
	Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku
	Terfasilitasinya rapat/sidang pembahasan Raperda
	1.20.1.20.04.15.09
	Fasilitasi Rapat-rapat DPRD
	Terfasilitasinya rapat  pembahasan Perda
	26 buah
	14 buah
	 2 buah 
	 19 buah 
	2.500,00
	 19 buah 
	2.750,00
	 19 buah 
	3.025,00
	 19 buah 
	3.327,5
	 19 buah 
	3.660,25
	 95 buah 
	SETWAN
	KAB. BMS

	 
	Tersosilisasikannya berbagai produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
	Tersajinya informasi kegiatan DPRD
	1.20.1.20.04.15.10
	Profil, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan-kegiatan DPRD Kab. Banyumas
	Terpublikasinya informasi kegiatan DPRD pada media massa
	7 buah
	7 buah
	7 buah
	 7 buah 
	230,41
	 7 buah 
	241,38
	 7 buah 
	252,36
	 7 buah 
	263,33
	 7 buah media masa 
	274,30
	7 buah
	SETWAN
	KAB. BMS


	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)
	Kondisi Kinerja Awal
	 
	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	 
	Unit Kerja (SKPD)
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	 2015
	2016
	 2017
	 2018
	Kondisi Kinerja Akhir
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	
	
	

	 
	Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku.
	Terselenggaranya kunjungan kerja
	1.20.1.20.04.15.11
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
	Terselenggaranya kunjungan kerja  DPRD dalam rangka meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan pihak lainnya
	25 org
	25 org
	10 org
	 25 org 
	266,40
	 25 org 
	279,72
	 25 org 
	293,04
	 25 org 
	306,36
	 25 org 
	319,68
	25 org
	 
	 

	 
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis, dan fungsional.
	Terlaksanya kunja Komparatif dalam daerah dan luar daerah bagi anggota DPRD
	1.20.1.20.04.15.12
	Kunjungan Kerja Komisi dan Study Komparatif DPRD
	Meningkatnya wawasan dan ilmu Pengetahuan bagi anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penyusunan produk hukum DPRD
	50 org
	50 org
	50 org
	 50 org 
	1.993,01
	 50 org 
	1.993,01
	 50 org 
	1.993,01
	 50 org 
	1.993,01
	 50 org 
	1.993,01
	 50 org 
	SETWAN
	KAB. BMS


	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)
	Kondisi Kinerja Awal
	 
	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	 
	Unit Kerja (SKPD)
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	 2014
	 2015
	2016
	 2017
	 2018
	Kondisi Kinerja Akhir
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	
	
	

	 
	 
	 
	 1.20.1.20.04.26
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
	Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku.
	 
	 
	                    -   
	 
	1.455,97
	 
	    1.455,97 
	 
	1.455,97
	 
	1.462,72
	 
	1.462,72
	 
	 
	 

	 
	Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku.
	Tersusunnya Konsep pruduk-produk hukum DPRD Kab. Banyumas
	1.20.1.20.04.26.13
	Penyusunan Konsep Produk Hukum  DPRD Kab. Banyumas
	Meningkatnya kwalitas dan kwantitas produk hukum daerah
	26 buah
	6 buah
	2 buah
	 19 buah 
	1.388,39
	19 buah
	1.388,39
	19 buah
	1.388,39
	19 buah
	1.388,39
	19 buah
	1.388,39
	95 buah
	SETWAN
	KAB. BMS


	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome)
	Kondisi Kinerja Awal
	 
	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	 
	Unit Kerja (SKPD)
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	 2014
	 2015
	 2016
	 2017
	 2018
	Kondisi Kinerja Akhir
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	Target
	 Rp (dalam Juta) 
	
	
	

	 
	Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	1.20.1.20.04.26.14
	Dokumentasi Produk-produk hukum DPRD
	Terdokumentasinya produk-produk hukum DPRD
	685 buah
	2002 buah
	0 buah
	2820 buah
	67,58
	2820 buah
	67,58
	2820 buah
	67,58
	2820 buah
	74,33
	2820 buah
	74,33
	14100 buah
	SETWAN
	KAB. BMS


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Sebagai dokumen perencanaan, Renstra SKPD dijadikan dasar evaluasi atas laporan pelaksanaan  kinerja tahunan. Dengan evaluasi tersebut dapat ditentukan strategi untuk pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dimasa yang akan datang sehingga tujuan meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam proses pembuatan peraturan, menampung aspirasi masyarakat, keberpihakan kepada masyarakat dan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah secara bertahap dapat tercapai. 
Untuk itu diperlukan suatu indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Jika dalam perjalanannya indikator kinerja dimaksud tidak tercapai, maka perlu adanya evaluasi atas pencapaian indikator kinerja dimaksud dan dapat dilakukan revisi.
Sekretariat DPRD mempunyai Kinerja pokok dalam hal Pelayanan DPRD untuk menyusun, membahas dan menetapkan Perda. Dengan tugas tersebut diharapkan bahwa akan tercapai Penerbitan/Penetapan Perda sesuai dengan target. Sehingga permasalahan di Kabupaten Banyumas dapat diatasi dengan adanya Penetapan Perda dimaksud.

Sebenarnya cukup banyak dari permasalahan yang muncul di wilayah Kabupaten Banyumas, seperti keterbatasan lahan, keterbatasan daya dukung lingkungan hidup untuk pembangunan, pengangguran yang masih cukup tinggi, jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi dll. Sehingga dengan adanya Perda mengenai hal-hal seperti tersebut diatas diharapkan akan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, sehingga kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat tercapai dengan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1.
TABEL 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	No
	Indikator
	Kondisi Tahun Awal
	Target Kinerja Tahunan
	Kondisi Akhir RPJMD

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	1.
	Perda yang dibahas
	2
	19
	19
	19
	19
	19
	95

	
	Perda yang terbit
	2
	19
	19
	19
	19
	19
	95

	
	Perda yang batal
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas  dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dengan titik berat pada pelaksaaan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Banyumas membantu tugas dan wewenang DPRD sebagai badan legislative daerah dalam rangka ikut menentukan arah kebijakan daerah secara aspiratif dan demokratis.
Sebagai dokumen perencanaan, Renstra SKPD dijadikan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan evaluasi tersebut dapat ditentukan strategi untuk pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dimasa yang akan datang sehingga tujuan meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam proses pembuatan peraturan, menampung aspirasi masyarakat dan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah secara pertahap dapat tercapai.

           Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ini belum sepenuhnya sempurna , sehingga masih diperlukan adanya kerja keras dari jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagai pelaksanannya dan kami juga mengharapkan masukan, kritik dan saran dari  semua pihak bagi kesempurnaan Renstra ini.

         Demikian dokumen Renstra ini dibuat untuk selanjutnya dapat sebagai acuan untuk perencanaan berikutnya yaitu Renja SKPD  dan Perencanaan Program Kegiatan. Kemudian atas bantuan dan kerja sama yang baik dari semua pihak kami sampaikan terima kasih.
 Purwokerto,    Desember 2013
          Sekretaris DPRD

     Kabupaten Banyumas

    Drs. YUNIYANTO, M.M.

              Pembina Tk.I

NIP. 19610622 198603 1 007
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